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ABSTRAK

ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL
PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nurul Fadhillah Nasution
Program Studi Akuntansi
Email: nurulfadhillahnasution@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Inspektorat
dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta masih
adanya hambatan dalam menjaga konsistensi kebijakan akuntansi dan keterbandi-
angan laporan keuangan antar periode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta mengindentifikasi faktor
penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan. Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling
dengan responden seluruh auditor yang relavan dalam fungsi pengawasan laporan
keuangan pemerintahan. Data diperolen melalui kuesioner dan dianalisis
menggunakan skala likert dengan perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keu-
angan berada pada kategori sangat baik. Namun demikian, masih terdapat ham-
batan pada aspek konsistensi kebijakan akuntansi dan keterbandingan laporan
keuangan antarperiode yang dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman, perubahan
regulasi, serta keterbatasan pendampingan teknis. Hal ini menunjukkan perlunya
penguatan peran Inspektorat agar kualitas laporan keuangan dapat lebih optimal
dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Auditor Internal, Kualitas Laporan Keuangan
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE INSPECTORATE AS THE GOVERNMENT'S
INTERNAL AUDITOR IN IMPROVING THE QUALITY OF THE FINANCIAL
REPORTS OF THE GOVERNMENT OF DELI SERDANG REGENCY

Nurul Fadhillah Nasution
Accounting Study Program
Email: nurulfadhillahnasution@gmail.com

The problem in this study is the suboptimal role of the Inspectorate in improving
the quality of regional government financial reports and the persistence of obsta-
cles in maintaining consistency of accounting policies and comparability of finan-
cial reports between periods. This study aims to determine the role of the Inspec-
torate as an internal auditor in improving the quality of financial reports of the
Deli Serdang Regency Government and identify the inhibiting factors encountered
in the implementation. The type of research used is descriptive qualitative. The
research sample used purposive sampling with respondents from all auditors rel-
evant to the function of overseeing government financial reports. Data were ob-
tained through questionnaires and analyzed using a Likert scale with the calcula-
tion of the average value. The results of this study indicate that the role of the In-
spectorate in improving the quality of financial reports is in the very good catego-
ry. However, there are still obstacles in the aspect of consistency of accounting
policies and comparability of financial reports between periods influenced by dif-
ferences in understanding, regulatory changes, and limited technical assistance.
This indicates the need to strengthen the role of the Inspectorate so that the quali-
ty of financial reports can be more optimal and sustainable.

Keywords : Internal Auditor, Quality of financial reports
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Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa
Ta’ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi
besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi umat
manusia, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir
zaman.

Dengan izin dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan
penyusunan Tugas Akhir yang berjudul: “ Analisis Peranan Inspektorat Se-
bagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ”, sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, atas segala cinta, doa, na-
sihat, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis selama
menempuh pendidikan hingga penyusunan tugas akhir ini. Semangat, ketulusan,
dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama
bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan
sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh

keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa sehing-
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ga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis juga
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10. Teman — teman seperjuangan khususnya Ester, Nabila, dan Alifia yang telah
menjadi sahabat suka duka penulis sejak semester 1 hingga sekarang. Serta se-
luruh teman 7E Akuntansi Pagi dan Teman — teman sejurusan yang telah mem-
beri semangat, dukungan serta saran — sarannya.

11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas keberanian
untuk bertahan dan menyelesaikan semua proses ini hingga akhir. Proses yang
dilalui tidak selalu berjalan mudah, namun setiap tantangan telah menjadi bagi-
an dari pembelajaran yang berharga. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat
bahwa segala usaha dan kesabaran tidak pernah sia-sia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum mencapai kesempurnaan.
Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima masukan dan kritik yang
membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Diharapkan karya sederhana ini
bisa memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah, serta menjadi bagian dari
sumbangsih ilmu pengetahuan yang diridhai oleh Allah SWT. Wassal-

amu’alaikum Wr. Wb.

Medan, 2026

Penulis
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bentuk tanggung jawab
pemerintan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat.
Pemerintah di tingkat daerah dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang
berkualitas, jelas, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan
keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan pemerintah,
tetapi juga menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik dan proses pengambilan
keputusan Mardiasmo (2018). Dalam upaya menciptakan laporan keuangan yang
berkualitas, keberadaan sistem pengendalian internal serta fungsi audit internal
merupakan bagian yang sangat penting. Berdasarkan Teori Akuntabilitas,
pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjelaskan

pengelolaan keuangan kepada masyarakat Riyadi (2020).

Audit internal di pemerintahan khususnya di Inspektorat, bertugas untuk
memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan pera-
turan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian
internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, aparat pengawas di dalam pemerintah memiliki
tanggung jawab untuk memberikan kepastian yang cukup mengenai ketaatan,
efisiensi, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan

oleh Situmorang (2021) dari mengungkapkan bahwa peran Inspektorat yang efek-



tif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan

keuangan melalui proses evaluasi, review, dan

bimbingan teknis kepada perangkat daerah. Ini menunjukkan bahwa keberadaan
Inspektorat berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, melainkan juga sebagai ja-
minan mutu (Quality Assurance) dan penasihat (Consultant) dalam penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah.

LKPD Kabupaten Deli Serdang 2017-2024
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Gambar 1.1 Diagram LKPD Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Data Sekunder

Tingkat Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari opini au-
dit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 mendapat-
kan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera
Utara. Opini (WDP) ini mengindikasikan adanya kelemahan material dalam pen-
yajian laporan keuangan yang memerlukan perbaikan serius, setelah itu
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun ber-

turut-turut dari tahun 2018 hingga 2024. Namun, opini WTP tidak langsung



menunjukkan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan berjalan dengan baik.
BPK dalam LHP masih menemukan sejumlah kelemahan yang signifikan pada
sistem pengendalian internal serta pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat sebagai auditor internal perlu
diperkuat untuk mengurangi temuan yang sama yang dapat mempengaruhi kuali-

tas laporan keuangan.

Temuan BPK menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peran
Inspektorat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

pengelolaan keuangan negara, sebagai berikut:

1. Temuan Tahun 2022

1) Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB
P2) dan Pajak Sarang Burung Walet belum lengkap dan akurat

2) Kekurangan volume 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan
jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
(SDABMBK) sebesar Rp804.409.754,62

3) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib.

2. Temuan Tahun 2023

1) Penganggaran pendapatan pajak tidak terukur secara rasional serta terdapat
defisit riil melebihi ketentuan yang mengakibatkan membebani keuangan

daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289.



2)

3)

1)

2)

3)

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidak Sesuai Ketentuan yang mengaki-
batkan kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00

Pengelolaan kas pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum tertib
yang mengakibatkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai.

Temuan Tahun 2024

Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum memadai yang mengakibatkan
kehilangan kesempatan penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar
Rp5.430.642.654. dan potensi kekurangan penerimaan minimal atas PBJT
restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB tahun
pajak 2024 sebesar Rp352.150.733.

Kekurangan volume dan mutu atas 20 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jarin-
gan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK)
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp777.565.518,72 dan
potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013.

Kebijakan akuntansi yang memuat kebijakan berdasarkan PSAP Nomor 17
tentang Properti Investasi belum ditetapkan dan pemanfaatan BMD belum
sesuai ketentuan yang mengakibatkan entitas pelaporan dan akuntansi belum
mempunyai pedoman yang rinci dalam pengelolaan keuangan dan penyusu-
nan laporan keuangan tentang

Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian

internal masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Berdasarkan COSO

Framework (2013), kelemahan dalam pengendalian internal bisa timbul dari



lemahnya lingkungan pengendalian, minimnya aktivitas pengawasan, serta ren-
dahnya penilaian risiko. Siregar, Simanjuntak, & Lubis (2025) menyatakan bah-
wa: “ketidakefektifan pengendalian internal akan menyebabkan terjadinya
kesalahan pencatatan, ketidaktepatan informasi akuntansi, serta meningkatnya
potensi terjadinya penyimpangan.”. Selain itu, kurangnya pengawasan dari In-
spektorat terhadap pelaksanaan belanja modal dan pendapatan daerah mengaki-
batkan kesalahan dalam penganggaran, kekurangan volume, serta pembayaran
yang berlebihan.

Menurut Pakpahan, Murwaningsari, & Mayangsari (2022), kelemahan
dalam sistem pengendalian intern akan berpengaruh langsung terhadap
menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan
mereka, terdapat beberapa dampak/konsekuensi yang dapat muncul akibat
lemahnya pengawasan internal, yaitu:

1. Ketidakakuratan dalam pencatatan transaksi, sehingga informasi yang
disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan yang
sebenarnya.

2. Terbukanya peluang terjadinya kesalahan pada proses pelaksanaan ang-
garan, seperti kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, atau
potensi kerugian daerah.

3. Perencanaan pendapatan daerah menjadi tidak efektif, misalnya proyeksi
target pajak yang tidak rasional sehingga menimbulkan defisit anggaran

yang berdampak pada tahun berikutnya.



4. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah rentan tidak sesuai ketentu-
an, termasuk ketidaktepatan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan fisik
maupun nonfisik yang berakhir pada terjadinya pemborosan anggaran.

5. Kualitas laporan keuangan secara keseluruhan menurun karena informasi
yang disajikan tidak lagi dapat menjadi dasar pertimbangan yang andal bagi
pengambilan keputusan.

6. Tingkat risiko penyimpangan juga meningkat, sebab lemahnya kontrol in-
ternal mengurangi kemampuan sistem untuk mendeteksi ketidakpatuhan
atau potensi fraud pada tahap awal.

Setelah menguraikan hasil temuan BPK mengenai kelemahan pengen-
dalian internal di Kabupaten Deli Serdang, sangat penting untuk membanding-
kan rekomendasi dari BPK dengan catatan hasil review dari Inspektorat. BPK
menyampaikan saran perbaikan melalui audit eksternal, sedangkan Inspektorat
memberikan catatan hasil riview sebagai bagian dari pengawasan internal di
pemerintah daerah. Perbandingan ini berguna untuk mengetahui apakah isu yang
diidentifikasi oleh BPK juga terdeteksi oleh Inspektorat, apakah ada perbedaan
dalam fokus pengawasan, serta apakah kelemahan yang sama terus muncul se-
tiap tahun. Oleh karena itu, tabel berikut disediakan untuk memberikan pema-
haman mengenai kesesuaian dan perbedaan perhatian antara BPK dan In-
spektorat dalam usaha meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Deli Serdang.
Penyajian ini juga berguna untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan (GAP)

dalam pengawasan yang masih ada dan memperkuat urgensi penelitian ini.



Tabel 1.1

Tabel Perbandingan Rekomendasi BPK dengan Laporan Hasil Reviu In-

spektorat atas LKPD Kabupaten Deli Serdang



Tahun Rekomendasi BPK (Eksternal) Catatan Reviu Inspektorat (Internal)
2022 |1. Penertiban status lahan sekolah dan |1. Terdapat selisih pendapatan transfer
Eu:kesmas yang berada di kawasan pusat di LRA antara saldo Audited 2021
utan.
2. Pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi dengan saldo 2021 yang disajikan pada
(TGR) oleh Sekda/TGR. laporan keuangan tahun 2022
3. Optimalisasi pendapatan daerah me- |2, Terdapat selisih penyajian aset tetap
a) IF?elm;eriksaan PBB-P2 atas 28 bidang | Terdapat penyajian pada pos KDP yang
KIM. belum di dukung addendum sebesar Rp
b) Pendataan wusaha sarang burung 4.610.486.371
walet._ i i . Terdapat selisin belanja modal aset
c) Koordinasi dengan Karantina Per-
tanian mengenai data  produksi lainnya dengan aset tidak berwujud
walet. senilai Rp 1.135.077.600
4. Pengawasan pekerjaan fisik: . Terdapat kesalahan pencatatan mutasi
a) Peningkatan kecermatan ) )
PPK/PPTK/pengawas. utang pada Dinas Cipta Karya dan Tata
b) Pemrosesan kelebihan pembayaran Ruang.
Rp37 juta. . Terdapat selisih antara beban amortisasi
c) Pemrosesan potensi kelebihan pem- i
bayaran Rp668 juta. dengan pertambahan akumulasi penyusu-
5. Memerintahkan Kepala Badan Keu- tan neraca.
angan dan Aset Daerah (BKAD)
selaku pejabat penatausahaan barang
untuk mengkaji alternatif perolehan
aset tanah sekolah dan puskesmas
pada tanah eks HGU PTPN Il dan
PT KAI, atau mengoordinasikan
penganggaran ganti rugi secara ber-
tahap
6. Sertifikasi tanah sekolah & pusk-
esmas melalui koordinasi Dinas
Pendidikan/Kesehatan dengan desa
2023 |1. Penganggaran pajak daerah harus |1. Terdapat kekurangan penyajian nilai
lebih rasional berdasarkan analisis persediaan sebesar Rp8.389.838.000
capaian sebelumnya. § .
2. Penyusunan anggaran pajak oleh |% Terdapat penyajian nilai aset tanah sebe-
Bapenda harus lebih cermat. sar Rp14.598.308.000,00 tidak dilengka-
3. Pemrosesan kelebihan pembayaran

Sekretariat DPRD sebesar Rp608

pi dengan dokumen sumber yang me-




juta.

4. Penguatan elektronifikasi transaksi
(TP2DD).

5. Pengusulan perjanjian kerja sama
rekening PAUD & Kkesetaraan
dengan Bank Sumut.

6. Penyetoran PPN dan PPh oleh ben-
dahara sekolah sebesar Rp487 juta.

madai.

. Terdapat Kelebihan penyajian utang bel-

anja sebesar Rp3.339.385.680,50

. Terdapat Kekurangan penyajian Utang

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar
Rp3.061.489.496,00.

. Terdapat kelebihan penyajian Beban LO

sebesar Rp12.908.106.599,50

2024

1. Pemrosesan kekurangan penerimaan
pajak:

a) BPHTB Rp5,4 miliar.

b) Pajak restoran, hotel,
MBLB minimal Rp352 juta.

2. Pemrosesan permasalahan proyek
fisik:

a) Kekurangan volume & mutu Rp777
juta.

b) Potensi
Rp836 juta.

3. Pemutakhiran kebijakan akuntansi
sesuai SAP dan pengaturan pem-
anfaatan BMD.

hiburan,

kelebihan ~ pembayaran

. Terdapat kekurangan penyajian Piutang

lainnya sebesar Rp2.051.540.000.

. Terdapat kekurangan penyajian nilai

persediaan sebesar Rp8.648.420.000.

. Terdapat kelebihan penyajian utang bel-

anja sebesar Rp1.241.794.053.

. Terdapat kekurangan penyajian ekuitas

dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebe-
sar Rp89.378.929.652.

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan analisis perbandingan antara rekomendasi dari BPK dan hasil

review Inspektorat, dapat dilihat bahwa keduanya berada pada area yang sama

memperlihatkan kelemahan dalam pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, terutama dalam hal pengelolaan aset, pengeluaran modal, serta pen-

catatan dan rekonsiliasi laporan keuangan. Namun, temuan dari Inspektorat lebih

condong untuk menyoroti ketidakakuratan dalam penyajian dan kesalahan dalam

pencatatan saat menyusun LKPD. Sementara itu, rekomendasi dari BPK lebih

menekankan pada tindakan perbaikan yang segera, termasuk pengembalian
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kelebihan pembayaran, penagihan atas kekurangan penerimaan, dan peningkatan
pengelolaan di beberapa OPD tertentu. Analisis ini menunjukkan adanya kesen-
jangan (GAP) antara hasil review Inspektorat yang bersifat administratif akuntansi
dan rekomendasi dari BPK yang lebih mengarah pada tindakan konkret,
sehingga kesenjangan antara fungsi pengawasan internal dan capaian perbaikan
yang diharapkan. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas In-
spektorat dalam melakukan reviu, pemantauan, dan memastikan tindak lanjut per-
baikan benar-benar dilaksanakan oleh OPD terkait. Sejalan dengan temuan Hu-
tabarat & Lubis (2021) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah
sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan internal, terutama pada tahapan
pencatatan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mendapatkan
penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), pencapaian ini belum sepenuhnya
mencerminkan kekuatan sistem pengendalian internal yang ada. Hal ini dapat
dilihat dari adanya berbagai kelemahan yang masih diidentifikasi oleh BPK, sep-
erti kekurangan dalam volume pekerjaan, pembayaran yang berlebihan, isu dalam
perencanaan atau ketidakketepatan penganggaran, serta pengelolaan pendapatan
daerah yang belum optimal. Situasi ini menunjukkan terdapatnya perbedaan anta-
ra kualitas penyajian laporan keuangan dan efisiensi sistem pengawasan internal.
Dalam hal ini, peran Inspektorat menjadi sangat penting, karena sebagai auditor
internal untuk pemerintah daerah, Inspektorat seharusnya mampu mengidentifi-
kasi, mencegah, dan mengurangi temuan-temuan tersebut sebelum audit eksternal
dilakukan. Dengan demikian, keberadaan temuan yang sama yang muncul di ta-

hun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa pengawasan internal belum berfungsi
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dengan baik, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk mengetahui
seberapa besar kontribusi Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keu-

angan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik
untuk menganalisis secara lebih mendalam peranan Inspektorat sebagai auditor
internal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peranan ini mencakup fungsi eval-
uasi, rekomendasi, dan pengawasan terhadap laporan keuangan daerah. Diharap-
kan dengan peranan yang optimal, Inspektorat dapat memastikan laporan keu-
angan disajikan dengan kualitas yang baik dan wajar, sehingga mampu melewati
proses pemeriksaan BPK secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul:
“Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Ser-

dang”.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Meskipun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, masih terdapat temuan-temuan audit
yang mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut terhadap peranan In-
spektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keu-

angan.
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2. Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor
penghambat yang memengaruhi peranan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

dalam menjalankan fungsi pengawasan internalnya.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjadi fokus pada penelitian, batasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Penulis hanya akan berfokus pada analisis peranan Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang . Peranan dibatasi pada fungsi auditor internal yang

berkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah
pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Inspektorat sebagai auditor internal untuk menjalankan
fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabu-
paten Deli Serdang ?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat sebagai
auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan

Kabupaten Deli Serdang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan instansi Badan Inspektorat sebagai auditor inter-
nal untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
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2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat Inspektorat sebagai auditor in-
ternal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten

Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini secara teoritis maupun prak-

tis adalah sebagai berikut :

1. Kemanfataan Teoritis

a. Memberikan kontribusi pada ilmu akuntansi pemeriksaan tentang peran In-
spektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

2. Kemanfataan Praktis

a. Memberikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pengawasan.

b. Memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan yang
baik (good governance).

c. Menambah literatur ilmiah terkait peran auditor internal pemerintah



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal secara umum merupakan bagian integral dari sistem pen-
gendalian internal organisasi yang berfungsi memastikan tercapainya tujuan
secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bhakti dan
Widodo (2024) menjelaskan bahwa audit internal tidak hanya berperan dalam
menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, tetapi juga ber-
fungsi untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko, memperkuat
pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan
demikian, audit internal dapat dikatakan sebagai mekanisme strategis yang mem-
berikan nilai tambah bagi organisasi melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
terhadap efektivitas sistem pengendalian dan tata kelola yang diterapkan Bhakti et

al (2024).

Dalam konteks pemerintahan, fungsi audit internal dijalankan oleh unit
pengawasan internal seperti inspektorat yang memiliki tanggung jawab untuk
memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Fakih, Rahman, & Yuliani (2024) menegaskan bahwa inspektorat memiliki peran
penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (fraud) melalui kegiatan
pembinaan, supervisi, dan pemeriksaan berkala terhadap perangkat daerah. Fungsi

ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga diarahkan untuk

14
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memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan keandalan laporan keu-
angan pemerintah daerah. Dengan demikian, audit internal yang dilakukan oleh
inspektorat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Fakih et al (2024).

2.1.1.2 Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah

Inspektorat di tingkat daerah merupakan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) yang memiliki peran krusial dan strategis dalam ekosistem
pemerintahan daerah. Institusi ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan bertugas memastikan akuntabilitas serta
efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana yang telah
ditetapkan. Peran Inspektorat meluas dari sekadar fungsi pengawasan tradisional
(audit kepatuhan) hingga fungsi modern yang bersifat konsultatif, yang mana
secara esensial bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai
tujuan-tujuan organisasinya, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance).

Peran Inspektorat sebagai auditor internal adalah faktor penentu dalam
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kualitas
LKPD ini tidak hanya mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), namun juga efektivitas sistem pengendalian internal, yang
secara keseluruhan sangat menentukan opini kewajaran yang diberikan oleh Ba-
dan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektorat berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’
Kepala Daerah, yang harus memastikan semua Unit Kerja berada pada jalur yang

benar, meminimalkan risiko, dan memperbaiki kelemahan sebelum diaudit oleh
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pihak eksternal. Peran strategis ini, yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), mencakup pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan
yang harus dijalankan secara independen dan objektif.

Secara garis besar, peran Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah
daerah meliputi fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Audit Kinerja dan Kepatuhan

Inspektorat melaksanakan berbagai jenis audit, termasuk audit kinerja, au-
dit dengan tujuan tertentu (ATN), dan audit kepatuhan (ketaatan). Pelaksanaan
audit ini memiliki dampak langsung pada kualitas LKPD karena bertugas me-
meriksa kesesuaian pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pelaksa-
naan program pembangunan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Peran pengawasan melalui audit internal telah dilaksanakan dengan baik
di Inspektorat, meskipun terdapat beberapa kendala. Audit ini memastikan bahwa
transaksi dicatat secara akurat, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
pemerintah.

2. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Fungsi reviu ini adalah salah satu peran preventif paling krusial. In-
spektorat wajib melaksanakan reviu atas LKPD sebelum laporan tersebut dis-
erahkan kepada BPK. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai
bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peningkatan kualitas reviu LKPD
yang dilakukan Inspektorat berkorelasi negatif dengan jumlah temuan pemerik-

saan BPK Dwi Windarsih & Irwan Taufiq Ritonga (2017). Artinya, semakin baik
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kualitas reviu oleh Inspektorat, semakin sedikit temuan yang dihasilkan oleh BPK,

yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada pencapaian opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)

Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan (monitoring)
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP sendiri,
guna memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, In-
spektorat bertugas mengevaluasi efektivitas SPIP pada seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). SPIP yang efektif adalah fondasi utama bagi kualitas
laporan keuangan. Peran Inspektorat dalam memonitor dan memperbaiki SPIP
adalah kunci untuk mencegah berulangnya temuan, sekaligus memperkuat sistem
tata kelola di lingkungan pemerintah daerah.

4. Pemberian Konsultasi (Consulting Services)

Peran ini mencerminkan evolusi auditor internal dari watchdog menjadi
partner. Inspektorat bertindak sebagai konsultan internal yang memberikan sa-
ran, asistensi, dan pembinaan kepada manajemen (SKPD) terkait perbaikan sis-
tem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Layanan kon-
sultasi ini bersifat proaktif dan membantu manajemen dalam mengidentifikasi
serta memperbaiki kelemahan operasional dan pengendalian sebelum menjadi
masalah yang signifikan, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi organisasi
secara keseluruhan.

5. Pencegahan Kecurangan (Fraud) dan Penguatan Integritas
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Inspektorat turut serta dalam upaya pencegahan praktik kecurangan
(fraud) dan korupsi melalui audit investigatif (jika diperlukan) dan penguatan in-
tegritas di lingkungan pemerintahan daerah. Peran ini ditekankan untuk mencip-
takan iklim kerja yang transparan dan akuntabel. Dengan berfokus pada
pencegahan, Inspektorat membantu memelihara aset negara dan meminimalkan
kerugian keuangan daerah, yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai

kualitas laporan keuangan yang andal dan terpercaya.

2.1.1.3 Standar Profesional Auditor Internal

Standar Profesi Audit Internal merupakan kerangka kerja yang harus
dipatuhi oleh auditor internal dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung ja-
wabnya. Kepatuhan terhadap standar ini adalah indikator kunci dari profesional-
isme dan kualitas audit yang dihasilkan. Standar profesi ini berfungsi untuk mem-
berikan pedoman dasar dalam pelaksanaan fungsi audit internal, meningkatkan
nilai tambah auditor, dan menegaskan peran pentingnya dalam tata kelola organ-
isasi.

Standar Audit Internal yang berlaku secara internasional diterbitkan oleh
The Institute of Internal Auditors (I11A), yang dikenal sebagai International Profes-
sional Practices Framework (IPPF). Kerangka ini mencakup Definition of Internal
Auditing, Code of Ethics, dan International Standards for the Professional Prac-
tice of Internal Auditing (Standar). Standar ini secara umum terbagi menjadi dua
kategori utama, yaitu:

1. Standar Atribut (Attribute Standards)
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Berfokus pada karakteristik entitas dan individu yang melakukan kegiatan au-
dit internal, seperti independensi, objektivitas, kemahiran, dan kecermatan

profesional.

2. Standar Kinerja (Performance Standards)

Menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria untuk
mengukur Kinerja, seperti pengelolaan fungsi audit internal, sifat pekerjaan,
perencanaan perikatan, hingga komunikasi dan tindak lanjut.

Penerapan standar profesional ini diyakini memiliki korelasi yang erat
dengan kualitas audit internal. Menurut Ratri & Bernawati (2020), kepatuhan da-
lam penerapan Standar Atribut dan Standar Kinerja audit internal adalah fitur
penting yang dapat menunjukkan kualitas audit internal. Kepatuhan auditor inter-
nal terhadap standar profesional dapat memberikan manfaat bagi organisasi, tidak
hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga dapat mencerminkan reputasi yang baik
dan meningkatkan kualitas audit internal Ratri & Bernawati (2020). Oleh karena
itu, bagi Inspektorat sebagai APIP, kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku
(misalnya Standar Audit APIP) adalah prasyarat untuk memastikan bahwa
pengawasan internal yang dilakukan memiliki kredibilitas dan dampak positif

yang maksimal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2.1.1.4 Tahap-tahap Audit Internal

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang didirikan dalam suatu

organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai suatu
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jasa bagi organisasi. Untuk melaksanakan tugas ini secara efektif, terdapat tahap-
tahap pelaksanaan audit internal yang sistematis.

Menurut Tunggal (2012, hal. 120), pelaksanaan audit internal dapat dibagi
menjadi beberapa tahap yang sistematis. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Audit Perencanaan dan Analisis resiko (Audit Planning and Risk Analy-

Sis)
Dalam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seha-
rusnya dilakukan, dimana, dan kapan dilakukan. Adapun poin penting dalam
tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang
wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan
secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menen-
tukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf.

2) Survei pendahuluan (Preliminary Survey)

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah au-

dit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting da-

lam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, menelusuri wilayah

aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan

menggunakan hasil survey secara efektif.

3) Audit Kerja Lapangan (Audit Field Work)

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam

membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang
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wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sis-

tem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.

4)

5)

6)

Temuan Audit dan Rekomendasi (udit Finding danRecommendation)

Adanya temuan merupakan pernyataan dari kondisi yang menyatakan
suatu fakta. Temuan audit yang baik tergantung pada kualitas kerja lapangan
seorang auditor dan dilengkapi dengan kertas kerja. Terdapat tiga poin pent-
ing dalam tahap ini:
mengembangkan temuan audit
mendokumentasikan temuan audit
dan melakukan penutupan (closing)

Pelaporan (Reporting)

Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit
internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tetapi tidak satupun
yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini:
outline report
menulis draft awal
mengedit draft
dan menuliskan final report
Menindaklanjuti (Follow Up)

Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang
telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen.
Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up atau tindak

lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.
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2.1.2 Jaminan Kualitas (Quality Assurance)

Jaminan Kualitas (Quality Assurance) dalam konteks pemeriksaan dan
audit internal pemerintah adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas
yang ditujukan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan
standar profesional, memadai dari segi metode, serta metodologinya dapat dian-
dalkan, dan dapat menghasilkan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan
audit. Jaminan mutu mencakup pengaturan sistem kontrol kualitas dalam organ-
isasi audit (termasuk standar teknis, pengawasan, tinjauan terhadap pekerjaan,
pelatihan auditor, dan mekanisme umpan balik) sehingga hasil audit seperti
laporan pemeriksaan dan rekomendasi dapat dipercaya oleh para pemangku
kepentingan. Konsep ini sangat penting karena kualitas audit internal pemerintah
berpengaruh langsung terhadap kepercayaan laporan keuangan daerah dan akunt-
abilitas pengelolaan keuangan publik Rajafi et al (2024).

Penelitian Lesmana (2011) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi
yang dijalankan secara efektif menjadi salah satu aspek yang menentukan jaminan
kualitas dalam kegiatan audit karena dapat meminimalkan risiko kesalahan serta
memastikan kesesuaian proses audit dengan standar.
2.1.2.1 Standar Audit Yang di Terapkan

Proses penjaminan kualitas audit di instansi pemerintah daerah melibatkan
penerapan standar audit yang disepakati, sebagai dasar untuk menjamin bahwa
pemeriksaan dilakukan dengan cara yang sistematis, cukup, dan relevan. Standar
ini mencakup :

1. Pedoman profesional bagi auditor

2. Standar audit internal pemerintah (APIP)
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3. Aturan pengendalian internal pemerintah
4. Ketentuan akuntansi untuk pemerintahan (SAP)

Dengan penerapan standar audit yang sesuai, lembaga auditor internal atau
inspektorat dapat melaksanakan serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan au-
dit, pelaksanaan pengujian kepatuhan dan substansi, hingga pelaporan hasil secara
efisien. Sebagai contoh Lubis & Meutia (2019) menunjukkan bahwa keterampilan
auditor dan etika profesi yang tinggi, yang merupakan bagian dari standar profe-
sional audit, memberi dampak signifikan terhadap kualitas audit di inspektorat
pemerintah daerah.Standar audit juga menjamin bahwa audit memiliki karakteris-
tik seperti independensi (kebebasan), objektivitas, bukti yang memadai, dokumen-
tasi yang cukup, serta pelaporan yang jelas. Dengan kata lain, standar audit bukan
hanya sekadar aturan formal, tetapi merupakan alat penting untuk meningkatkan

keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2.2 Independensi Auditor

Independensi auditor internal (atau auditor yang beroperasi di bawah unit
pengawasan internal seperti inspektorat) adalah elemen penting dalam jaminan
kualitas. Auditor yang memiliki independensi baik secara struktural maupun
psikologis dapat memberikan opini dan temuan tanpa adanya pengaruh dari pihak
yang diaudit. Dengan terjaganya independensi, rekomendasi hasil audit lebih
cenderung untuk diimplementasikan, dan hasil audit biasanya berdampak positif
dalam perbaikan sistem dan laporan keuangan. Astuty (2016) menekankan bahwa
fungsi auditor internal dan sistem kontrol internal dalam pengelolaan pemerinta-
han yang baik sangat terkait dengan sejauh mana auditor memiliki kebebasan dan

adanya mekanisme pengawasan yang hendaknya mendukungrnya.
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Dalam konteks pemerintahan daerah, apabila auditor internal atau in-
spektorat tidak memiliki independensinya (misalnya akibat tekanan politik lokal
atau hubungan kepegawaian dengan unit yang diperiksa), maka efektivitas audit
akan menurun temuan audit mungkin tidak menyeluruh dan tindak lanjut rek-
omendasi bisa terhambat.

Beberapa faktor yang mendukung independensi auditor internal, yaitu :

1. Kompetensi Auditor Internal
Auditor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional yang me-
madai mampu menjalankan audit secara objektif. Kompetensi ini mencakup
kemampuan teknis audit, pemahaman standar, serta pengalaman yang relevan
sehingga auditor dapat menilai risiko dan menemukan penyimpangan tanpa
terpengaruh tekanan eksternal.

2. Dukungan Regulsi dan Kebijakan Perusahaan
Kebijakan perusahaan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan
kewenangan auditor internal membantu menjaga independensi. Regulasi ini
termasuk pedoman audit, kode etik, dan standar operasional yang mengatur
jalannya audit internal.

3. Kebebasan dari Tekanan Manajemen
Auditor internal yang tidak mengalami campur tangan atau tekanan dari ma-
najemen cenderung dapat membuat penilaian dan laporan audit secara objek-
tif. Tekanan manajemen yang rendah memungkinkan auditor untuk fokus pa-
da temuan audit dan rekomendasi yang profesional.

4. Dukungan Pimpinan
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Dukungan dari pimpinan dalam proses audit memperkuat posisi auditor inter-
nal. Auditor yang mendapatkan dukungan penuh dari komite audit atau pim-
pinan tertinggi dapat melaporkan temuan audit dengan lebih kredibel dan

bebas dari intimidasi.

2.1.2.3 Pengujian Kepatuhan dan Substantif

Jaminan kualitas dalam audit dilakukan melalui pengujian yang memadai,
yang mencakup pengujian kepatuhan maupun pengujian substantif. Pengujian
kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa entitas telah memenuhi berbagai

regulasi, standar akuntansi yang berlaku, dan prosedur pengendalian internal.

Sementara itu, pengujian substantif mencakup analisis rinci terhadap
transaksi finansial, saldo rekening, serta pengungkapan dalam laporan keuangan
untuk menilai kewajaran penyajiannya. Dalam studi yang dilakukan oleh Hafsah
et al (2017) terungkap bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal,
termasuk sistem akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, menjadi salah satu
faktor penghambat utama bagi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

Oleh karena itu, auditor internal (inspektorat) harus memastikan bahwa
prosedur pengujian dirancang dan dilaksanakan secara tepat, bukti audit diakumu-
lasi dengan cukup, dan dokumen audit tersusun secara lengkap. Semua langkah
ini merupakan bagian dari jaminan mutu audit yang pada akhirnya mendukung
kualitas laporan keuangan.

2.1.3 Konsultasi Jaminan (Consulting Assurance)

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mem-

iliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) melalui kegiatan pengawasan, pemberian jaminan (assur-
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ance), dan konsultasi (consulting). Peran assurance dilakukan dengan cara mem-
berikan keyakinan objektif bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern ber-
jalan efektif. Sementara itu, peran konsultasi dilakukan melalui pemberian saran,
rekomendasi, serta pendampingan kepada perangkat daerah untuk memperbaiki
kelemahan sistem dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Kedua peran ini menjadikan Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai
pengawas yang menilai kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi mana-
jemen dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah Wicaksono (2019).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan Inspektorat
dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting berpengaruh positif terhadap
peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena mampu
meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan informasi keu-
angan Dwiyana et al (2019).

Dengan demikian, implementasi peran ganda Inspektorat melalui kegiatan
jaminan dan konsultasi merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

2.1.3.1 Peran Inspektorat Auditor Internal Dalam Konsultasi Jaminan

Inspektorat adalah lembaga Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang
bertugas sebagai auditor internal di lingkungan pemerintahan. Dalam
melaksanakan fungsinya, inspektorat memiliki beberapa bentuk peran sebagai au-
ditor internal dalam konsultasi jaminan, yaitu:

1. Audit Kinerja (Performance Audit)
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Menilai apakah kegiatan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara
ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuannya agar sumber daya publik digunakan
secara optimal.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Memastikan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Sebelum laporan keuangan diserahkan ke BPK, Inspektorat melakukan reviu
internal untuk menjamin keandalan data, ketepatan klasifikasi akun, serta pen-
yajian yang sesuai SAP.
4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Intern
Inspektorat menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dan memberikan assurance terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4 Indikator Kualitas Audit Pemerintah

Kualitas audit di tingkat pemerintah daerah dapat dinilai melalui beberapa
indikator yang menggambarkan bagaimana proses audit dilaksanakan dan dam-
paknya terhadap laporan serta pengelolaan keuangan daerah. Indikator-indikator
umum terdiri dari: opini audit dari pihak eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keu-
angan Republik Indonesia), tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi audit in-
ternal, sistem pengendalian dalam pemerintahan daerah, tingkat kepatuhan ter-
hadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta frekuensi dan luas pengujian
audit. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Meutia (2019) mengungkapkan
bahwa keterampilan auditor dan etika profesional yang baik berpengaruh pada

kualitas audit, yang dapat diartikan sebagai indikator bagi auditor internal.
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2.1.4.1 Review atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas audit pemerintah ada-
lah seberapa efektif "tinjauan™ yang dilakukan terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD). Tinjauan ini bisa dilakukan oleh auditor internal atau
inspektorat serta auditor eksternal. Aspek-aspek dari tinjauan mencakup: lingkup
pemeriksaan, kualitas temuan, kecepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi,
dan pendapat auditor eksternal setelah tinjauan. Misalnya, penelitian yang dil-
akukan olen Ramdhansyah et al (2017) menunjukkan bahwa kelemahan dalam
pengendalian internal (yang merupakan salah satu komponen dari tinjauan)
berhubungan dengan rendahnya kualitas LKPD di pemerintah daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Secara praktis, di Kabupaten Deli Serdang, indikator tinjauan dapat diukur
melalui: jumlah serta jenis temuan dari Inspektorat, persentase rekomendasi yang
dilaksanakan, perubahan pendapat dari auditor eksternal dari tahun ke tahun, dan
perbaikan terhadap sistem pengendalian internal serta akuntansi yang dilakukan
sebagai tanggapan terhadap tinjauan tersebut. Dengan cara ini, tinjauan terhadap
LKPD menjadi ukuran yang penting dalam kajian Anda untuk menilai peran in-

spektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Eka Maulana (2021), melalui studi kualitatif yang dilakukan di
Kabupaten Pinrang, Inspektorat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ca-
paian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah
selama tujuh tahun berturut-turut. Kontribusi ini diwujudkan melalui serangkaian

fungsi, mulai dari pengawasan audit kinerja, review Laporan Keuangan
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Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
pemantauan, evaluasi, hingga pembinaan dan konsultasi kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut Kesuma Puja Lestari, Afrah Junita, & Iglima Azhar (2023), yang
melakukan penelitian kuantitatif pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ka-
bupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang posi-
tif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Temuan ini mendukung konsistensi penerapan standar, didukung oleh
SDM yang kompeten dan sistem pengendalian yang kuat, sebagai prasyarat pent-
ing dalam menghasilkan laporan yang berkualitas. Namun, hasil studi ini menun-
jukkan kontradiksi signifikan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten
Magelang.

Menurut Sipayung (2021) “Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian
independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan men-
gevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi”. Laporan keuangan
daerah adalah suatu ringkasan dari suatu proses, pencatatan, suatu ringkasan dari
transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas
pengelolahan dan publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam

meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan
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jenis kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berpengaruh
signifikan terhadap menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

Selanjutnya, menurut David Efrata Tarigan, Subhilhar, & Husni Thamrin
(2021), peran ganda Inspektorat ini sebagai "pengawas" dan juga "konsultan”
yang proaktifurut diperkuat dalam penelitian deskriptif kualitatif mereka di Kabu-
paten Deli Serdang. Mereka menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi audit in-
ternal oleh Inspektorat Daerah dan menemukan bahwa fungsi pengawasan dan
audit internal telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya, mes-
kipun mereka juga mencatat adanya beberapa kendala operasional dan non-teknis
dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor serta
sarana prasarana

Menurut Thsan, M.H. (2018) untuk mengetahui peranan Inspektorat Kota
Prabumulih atas laporan keuangan pemerintahan daerah kota Prabumulih
penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dan hasil penelitian
menunjukkan bahwa Inspektorat kota Prabumulih telah berperan penting dalam
rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah kotaPrabu-
mulih yang di mana sebelumnya pemerintah daerah kota Prabumulih mendapat
opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2012 dan menjadi opini wajar tanpa
pengecualian pada tahun 2013 dengan melakukan peningkatan kerja dalam hal
pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi tindak lanjut. Begitu juga
dengan pelaksanaan review atas laporan keuangan yang lakukan dan ditingkatkan
lebih baik dalam pelaksanaannya serta peningkatan dalam hal pembinaan atau
konsultasi kepada Allah dan satuan kerja perangkat dalam pemerintahan kota

Prabumulih
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Menurut Fibriyanti S. Lakoro (2024), faktor internal auditor juga sangat
penting, di mana kualitas audit Inspektorat dipengaruhi secara positif oleh kompe-
tensi auditor yang memadai dalam standar akuntansi pemerintah, pengalaman ker-
ja yang relevan, dan kondisi kerja yang memungkinkan auditor bekerja tanpa
tekanan waktu yang berlebihan. Selain peran APIP secara langsung, terdapat
penelitian terdahulu yang meneliti variabel-variabel struktural dan teknis yang
memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tamuntuan (2023) dengan
metode kualitatif melalui observasi dan analisis data sekunder menekankan pent-
ingnya kompetensi auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keu-
angan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi audi-
tor yang baik dapat mendukung pelaksanaan audit internal, meskipun hambatan
seperti keterbatasan waktu audit dan rendahnya pengetahuan auditee tetap me-
mengaruhi efektivitasnya. Hal ini menjadi rujukan penting bagi penelitian ini un-
tuk menilai peran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kuali-
tas laporan keuangan.

Menurut Siti Adira et al (2024) studi literatur mengenai peran Inspektorat
Daerah menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal sangat berpengaruh da-
lam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan audit
internal. Temuan ini sejalan dengan penelitian ini yang menilai bagaimana peran

Inspektorat memengaruhi kualitas laporan keuangan di Kabupaten Deli Serdang.
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Kewo & Rufaedahra (2024) menggunakan metode kuantitatif untuk
menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal ter-
hadap kualitas laporan keuangan di beberapa pemerintah kabupaten/kota di Sula-
wesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit internal ber-
pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga audit inter-
nal yang optimal dapat meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keu-
angan.

Menurut Romarito (2023), evaluasi pelaksanaan audit internal pada In-
spektorat Kabupaten Sleman menggunakan metode kualitatif melalui wawancara
dan dokumentasi menunjukkan bahwa pemenuhan standar audit internal
pemerintah (SAIP) sudah cukup baik, sekitar 64,15%. Namun, penelitian ini
menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah personil, kemam-
puan auditor yang bervariasi, dan fasilitas pendukung yang belum memadai.
Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitas audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keu-
angan daerah

Perbedaan hasil yang kontradiktif (terutama pada variabel Kompetensi
SDM dan Pengendalian Internal/SPIP) ini menciptakan research gap yang jelas.
Meskipun terdapat konsensus di antara studi kualitatif bahwa Inspektorat me-
mainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui
fungsi audit, review, dan konsultasi (Maulana, 2020; Tarigan et al., 2021), inkon-
sistensi pada faktor pendukung kuantitatif menegaskan bahwa pengaruh variabel-
variabel tersebut mungkin bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh kondisi lokal,

atau adanya variabel intervening/moderasi lain yang belum teridentifikasi. Inkon-
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sistensi ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut yang spesifik. Oleh kare-

na itu, penelitian saat ini menjadi relevan untuk menguji kembali, atau bahkan

memverifikasi ulang, peran APIP (Inspektorat) dan faktor-faktor pendukungnya

dalam konteks geografis dan waktu yang berbeda, guna memberikan kontribusi

empiris yang lebih kokoh.

Berikut ini tabel ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan

dengan Analisis Audit Internal dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintahan Daerah Sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian Metode
NO Judul Penelitian Hasil Penelitian
(Tahun) Penelitian
1 | Eka Maulana | “Peran In- | Metode Hasl  penelitian  ini
(2020) spektorat dalam | Kualitatif menunjukkan bahwa In-
Meningkatkan Deskriptif spektorat berperan pent-
Kualitas Laporan ing melalui pengawasan,
Keuangan reviu LKPD, peman-
Pemerintah Dae- tauan, evaluasi, serta
rah Kabupaten pembinaan/konsultasi,
Pinrang” yang berkontribusi pada
Opini WTP.
2 | Kesuma Puja | “Faktor-Faktor Metode Re- | Hasil  penelitian  ini
Lestari, Afrah | yang gresi Linear | menunjukkan bahwa
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Junita, & Iglima | Mempengaruhi Berganda kompetensi SDM,
Azhar (2023) Kualitas Informa- | (Kuantitatif) | Standar Akuntansi
si Laporan Keu- Pemerintah (SAP), dan
angan Pemerintah Sistem Pengendalian
Daerah (Studi pa- Internal Pemerintah
da OPD Kabupat- (SPIP) secara parsial dan
en Deli Serdang)” simultan  berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap Kualitas
Laporan Keuangan.
Sipayung, Y. | “Evaluasi audit | Metode Hasil penelitian menun-
A., & Morasa, J. | internal dalam | pendekatan | jukkan ada pengaruh
(2021) meningkatkan kualitatif signifikan yang efektif
kualitas  laporan dan efesien dalam men-
keuangan daerah jaga kualitas laporan
(studi kasus pada keuangan daerah dengan
inspektorat  kota cara  membandingkan
tomohon)” badan
keuangan daerah dengan
laporan keuangan daerah
konsolidasi.
David Efrata | “Analisis  Peran | Metode Hasil  penelitian ini
Tarigan, Sub- | dan Fungsi Inter- | Kualitatif menunjukkan bahwa
hilhar, & Husni | nal  Audit In- | Deskriptif Peran pengawasan me-
Thamrin (2021) | spektorat Kabu- lalui audit internal In-
paten Deli Ser- spektorat  telah  dil-
dang  Terhadap aksanakan dengan baik
Penyelenggaraan terhadap urusan
Urusan pemerintahan  daerah,
Pemerintahan meskipun ada kendala
Daerah di Kabu- dalam pelaksanaannya.
paten Deliser-
dang”
Ihsan,M.H. “Analisis Peranan | Penelitian Hasil  penelitian ini
(2018) Inspektorat  se- | deskriptif menunjukkan In-
bagai Auditor In- | dengan pen- | spektorat Kota Prabumu-
ternal Pemerintah | dekatan lih berperan penting da-
dalam  Mening- | kualitatif. lam meningkatkan kuali-
katkan  Kualitas | Data di- | tas laporan keuangan,
Laporan Keu- | peroleh dari | terbukti dari perubahan
angan Pemerintah | wawancara, | opini Pemerintah Daerah
Daerah Kota | observasi, Kota Prabumulih dari
Prabumulih” dan  doku- | WDP (2012) menjadi
mentasi. WTP (2013). Pening-

katan peran dilakukan
melalui peningkatan ker-
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ja dalam hal pelaksanaan
pengawasan  pemerik-
saan, evaluasi tindak
lanjut, peningkatan re-
view atas laporan keu-

angan, dan pem-
binaan/konsultasi kepa-
da audit.
Fibriyanti S. | “Analisis Kualitas | Metode Kualitas  audit  di-
Lakoro (2024) | Audit Laporan | Kualitatif pengaruhi secara positif
Keuangan In- | Deskriptif oleh kompetensi auditor,
spektorat Daerah pengalaman kerja, dan
Kabupaten tidak adanya tekanan
Boalemo” waktu.
Tamuntuan, Kompetensi Au- | Metode Hasil  penelitian ini
Pangkey & Ko- | ditor Internal Da- | Kualitatif menunjukkan  Kompe-
londam (2023) | lam  Meningkat- tensi auditor internal
kan Kualitas relatif baik, namun ter-
Laporan Keu- dapat hambatan seperti
angan Pemerintah keterbatasan waktu audit
Daerah (Studi di dan rendahnya penge-
Kantor In- tahuan auditee yang
spektorat ~ Kota mempengaruhi  kualitas
Manado) laporan keuangan.
Adira, Saputri, | Peran Inspektorat | Literatur Hasil ~ Penelitian ini
Arnita & Mari- | Daerah dalam | Riview menunjukkan bahwa
ana (2023) Peningkatan peran Inspektorat sangat
Kualitas Pengel- penting dalam fungsi
olaan  Keuangan pengawasan internal un-
Pemerintah Dae- tuk mencegah korupsi
rah dan meningkatkan kuali-
tas pengelolaan keu-
angan daerah; efektivitas
SPIP  menjadi faktor
kunci.
Kewo & | Pengaruh Penera- | Metode Hasil  penelitian ini
Rufaedah pan Tata Kelola | Kuantitatif menemukan bahwa tata
(2024) Pemerintahan dan kelola pemerintahan dan

Efektivitas Audit
Internal Terhadap
Kualitas Laporan
Keuangan (Studi
Pada Pemerintah
Kabupaten  dan
Kota di Sulawesi
Utara)

efektivitas audit internal
berpengaruh positif ter-
hadap kualitas laporan
keuangan daerah.
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10 | Romarito C.S. | Evaluasi Pelaksa- | Metode Pemenuhan standar audit
(2023) naan Audit Inter- | Kualitatif internal pemerintah

nal pada In- (SAIP) oleh Inspektorat

spektorat  Kabu- Kabupaten Sleman

paten Sleman

cukup baik (~64,15%),
namun terdapat kendala
seperti personil terbatas,
kemampuan auditor, dan

memadai.

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

2.3.1 Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang adalah badan pengawas internal di
tingkat pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pen-
erapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sebagai auditor internal
pemerintah daerah, Inspektorat bertugas untuk melakukan pengawasan, audit,
evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan berbagai aktivitas di seluruh perangkat
daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dae-
rah, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang memainkan peranan penting dalam
mengevaluasi keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar
akuntansi pemerintah, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui au-
dit internal yang bersifat objektif dan tidak berpihak, Inspektorat dapat mem-
berikan saran perbaikan terkait kelemahan yang dicatat sehingga dapat mendorong
terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu laporan keuangan

pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

fasilitas yang belum
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2.3.2 Audit Internal

Audit internal dalam pemerintahan daerah merupakan mekanisme
pengawasan yang dilaksanakan oleh unit internal pemerintahan (seperti In-
spektorat/APIP) untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pengel-
olaan keuangan publik. Sebagaimana disebutkan, “audit internal variabelnya ber-
pengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah” Wiwin Aryani et al (2024) Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa
audit internal bersama sistem pengendalian intern berperan penting dalam
mewujudkan tata kelola bersih: “fungsi audit internal yang lebih matang secara
signifikan mengurangi korupsi dalam pemerintah daerah” Shidqi & Arfiansyah
(2025). Karena itu, dalam kerangka penelitian ini, audit internal dilihat sebagali
variabel kunci yang menghubungkan fungsi pengawasan pemerintahan dengan

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

2.3.3 Penjamin Mutu (Quality Assurance)

Quality Assurance dalam konteks audit internal merupakan upaya sistema-
tis untuk memastikan semua aktivitas audit dilakukan sesuai dengan standar
profesional, prosedur, dan prinsip etika yang ada. Fungsi ini memastikan bahwa
hasil dari audit dapat diandalkan, relevan, dan berguna untuk meningkatkan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Inspektorat Kabupaten Deli
Serdang, quality assurance dilaksanakan melalui pengawasan, peninjauan hasil
audit, serta penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan, agar mutu laporan dan
saran yang diberikan tetap konsisten dan sesuai dengan standar Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
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2.3.4 Pemberi Masukan (Consulting Assurance)

Selain tugas pengawasan, auditor internal juga memiliki peran sebagai
penasihat atau pemberi masukan bagi pemerintah daerah. Dengan melakukan
kegiatan konsultasi, Inspektorat mendukung perangkat daerah dalam mengenali
risiko, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta meningkatkan ketaatan
terhadap peraturan yang ada. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, peran ini
menguatkan kolaborasi antara auditor internal dan perangkat daerah untuk mem-
bangun pengelolaan keuangan yang lebih baik serta mendorong peningkatan
kualitas laporan keuangan melalui saran dan pendampingan yang bersifat

pencegahan.

2.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Ser-
dang

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari pros-
es pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan)
darientitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan
sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
entitasakuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang
memerlukan Rasdianto (2013). Di Kabupaten Deli Serdang, peningkatan kualitas
laporan keuangan berhubungan erat dengan efektivitas peran Inspektorat sebagai
auditor internal yang melaksanakan tugas jaminan dan konsultasi. Audit internal
yang dilaksanakan dengan baik akan mengoreksi kesalahan penyajian, mening-
katkan keterbukaan, serta memperkuat tanggung jawab publik dalam pengelolaan
keuangan daerah. Dengan demikian, kerjasama antara fungsi pengawasan dan
pembinaan dari Inspektorat memberikan kontribusi langsung kepada terciptanya

laporan keuangan yang sahih dan dapat diandalkan.
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Kerangka Berpikir Konseptual mengenai Analisis peran audit internal da-

lam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Auditor Internal

Penjamin Mutu

(Quality Assurance)

Pemberi Masukan

(Consulting Assurance)
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual

Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Ser-

dang

BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Menurut Ikhsan et al (2014), penelitian deskriptif kualitatif digunakan
untuk menjelaskan fenomena sosial dan organisasi secara sistematis tanpa
melakukan pengujian hipotesis statistik, melainkan dengan menekankan pada
proses, peran, dan makna dari objek yang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan secara komprehensif peranan Inspektorat Kabupaten Deli

Serdang sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan



pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pema-
haman yang mendalam mengenai proses, interaksi, dan mekanisme audit internal

serta dampaknya terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel diperlukan agar setiap variabel dalam
penelitian ini dapat diukur secara jelas dan konsisten. Menurut ikhsan et al (2014),
definisi operasional bertujuan untuk membatasi makna variabel agar sesuai
dengan konteks penelitian serta memudahkan peneliti

Dalam menyusun indikator pengukuran. Dengan demikian, definisi
operasional membantu peneliti menetapkan indikator, parameter, serta batasan
yang jelas terhadap variabel, agar proses pengumpulan data dapat berlangsung

secara objektif dan konsisten.

42
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3.2.1 Peranan Inspektorat

Peranan inspektorat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan
aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas audit,
review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai amanat PP
No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman APIP. Adapun indikator dari peranan inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 1 Indikator Peranan Inspektorat

No Indikator Peranan Inspektorat Sumber Refrensi

1 | Pelaksanaan audit pengawasan internal | Maulana (2020); Ihsan (2018);

5 | Review laporan keuangan Tarigan et al. (2021); Situ-
i i i i morang (2021)

3 | Pemantauan tindak lanjut hasil audit

4 | Pembinaan dan konsultasi

5 | Efektivitas rekomendasi audit

3.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini mengacu pada karakteris-
tik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam SAP
(PP No. 71 Tahun 2010).

Menurut SAP, laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik,
adapun indikator dari kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No Indikator Peranan Inspektorat Sumber Refrensi

Relavan PP 71/2010 (SAP); Lestari et al.

Andal (2023)

Dapat dipahami

Alw|N |-

Dapat dibandingkan
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3.3 Tempat dan waktu Penelitian
3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, yang
berlokasi di JI. Mawar No.6, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Su-
matera Utara. Lokasi ini dipilih karena Inspektorat merupakan lembaga strategis
yang memiliki fungsi pengawasan, audit internal, dan pembinaan terhadap seluruh
perangkat daerah. Dan melalui  website

dapat menggunakan

juga

https://inspektorat.deliserdangkab.go.id/

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.3

Tabel Jadwal Penelitian

No

Aktivitas
Penelitian

Oktober
2025

Febuari
2026

Januari
2026

Desember
2025

November
2025

Juli Agustus
2025

September
2025

Maret
2026

2|3 213 2|3 2|3 213 213

Pengajuan
Judul

Penyusunan
Proposal

Bimbingan
Proposal

Penyem-
purnaan
Proposal

Pengumpulan
Data

Pengolahan
dan Analisis
data

Penyusunan
Tugas Akhir

Bimbingan
Tugas Akhir

10

Sidang Meja
Hijau

11

Penyem-
purnaan
Tugas Akhir



https://inspektorat.deliserdangkab.go.id/
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3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, hal. 126); Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di-
tarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh auditor pada
Badan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, yaitu auditor yang bertugas
melaksanakan audit, reviu, dan evaluasi. Berdasarkan informasi dari inspektorat,
jumlah auditor yang bertugas pada unit audit umum adalah 36 auditor, sedangkan
auditor yang berada pada bidang PPUPD merupakan bagian berbeda dan tidak
semua terlibat langsung dalam reviu LKPD.

Oleh karena itu, populasi penelitian hanya difokuskan pada 36 auditor

yang relavan dengan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan daerah.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, hal. 128); Sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah seluruh populasi karena jumlah populasi auditor yang relavan
hanya 36 auditor, maka penelitian ini menggunakan teknik total sampling.

Menurut Sugiyono (2019, hal. 128); teknik sampling merupakan teknik
pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan sumber data dengan memper-
hatikan ciri-ciri dan penyebaran populasi. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan Sampling
Jenuh, yaitu teknik pengambilan seluruh anggota populasi sebagai sampel karena

jumlah populasinya relatif kecil. Menurut Sugiyono (2019:132) teknik sampling
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jenuh adalah teknik yang digunakan berdasarkan semua populasi dijadi-
kan sampel.
Adapun kriteria informan yang dijadikan sampel antara lain :
1. Auditor internal yang aktif melakukan pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah daerah.
2. Pejabat di Inspektorat yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan
hasil pemeriksaan.

3. Pihak yang mengetahui atau berinteraksi langsung dengan proses audit.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh data
yang valid dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu:
1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait laporan
hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Deli
Serdang dan Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemkab Deli Ser-
dang. Dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung hasil
wawancara dan observasi.
2. Wawancara Konfirmasi

Penulis menggunakan wawancara konfirmasi dengan pertanyaan yang
telah disusun secara terstruktur kepada informan. Teknik ini bertujuan untuk
mengonfirmasi data tentang peranan inspektorat sebagai auditor internal dalam
meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Jawaban informan diberikan
menggunakan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat set-

uju, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik deskriptif. Mes-
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Kipun pertanyaan bersifat terarah, informan tetap diberi kesempatan untuk mem-
berikan penjelasan atau alasan tambahan guna memperjelas jawaban yang disam-
paikan.

Untuk menilai jawaban responden mengenai setiap indikator dari variabel
yang diteliti, penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima penilaian. Ska-
la Likert dipilih karena dapat menyajikan sikap, pendapat, dan pandangan re-
sponden dengan cara yang lebih sistematis dan terukur terkait fenomena yang di-
pelajari.

Setiap pernyataan di kuesioner dilengkapi dengan lima pilihan jawaban, di
mana skor 1 berarti sangat tidak setuju, skor 2 berarti tidak setuju, skor 3 berarti
netral, skor 4 berarti setuju, dan skor 5 berarti sangat setuju. Skor-skor ini
kemudian digunakan untuk menghitung nilai statistik deskriptif yang menjadi da-
sar analisis data dalam penelitian ini.

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap indikator dan
variabel yang diteliti, digunakan rumus rata-rata (mean) sebagai berikut

(Sugiyono, 2019) :

RS = (m-n)/k
Dimana :
RS = Rentang skala N = Skor minimal
M = Skor minimal K = Jumlah kategori

Berdasarkan skala likert 1-5, maka diperoleh :

RS = (5-1)/5 = 0,80

Dengan demikian, kategori penilaian jawaban responden dapat diklasifi-

kasikan sebagai berikut :



1,00-1,80

1,81-2,60

2,61-3,40

3,41-4,20

4,21-5,00

: Sangat tidak setuju

: Tidak setuju

: Netral

. Setuju

. Sangat setuju
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Hasil dari perhitungan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui kecender-

ungan jawaban dari responden pada setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, nilai

rata-rata yang didapat diinterpretasikan berdasarkan kecenderungan skala jawaban

responden, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk memberikan

gambaran tentang keadaan setiap variabel yang dianalisis.

Adapun Kisi-kisi wawancara konfirmasi yang ingin penulis ajukan dalam

pengumpulan data :

Tabel 3.4

Kisi-kisi Pernyataan (wawancara konfirmasi)

1. Daftar pernyataan

Indikator Peranan Inspektorat

No

Indikator

Pernyataan

Jawaban

STS

TS| N

SS

Pelaksanaan
audit
pengawasan
internal

Auditor internal melaksanakan audit
pengawasan internal atas penyusunan
LKPD sesuai dengan standar audit
pemerintah.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Auditor internal melaksanakan audit
pengawasan secara independen dan ob-
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jektif dalam proses penyusunan LKPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Reviu laporan
keuangan

Inspektorat melakukan reviu atas laporan
keuangan sebelum LKPD disampaikan ke
BPK.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Reviu yang dilakukan inspektorat
membantu OPD memperbaiki kesala-
han sebelum LKPD diaudit oleh BPK.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Pemantauan
tindak lanjut
hasil audit

Inspektorat melakukan pemantauan ter-
hadap tindak lanjut rekomendasi hasil au-
dit yang telah diberikan kepada OPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

OPD menindaklanjuti  rekomendasi
hasil audit inspektorat sesuai dengan
batas waktu yang ditetapkan

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Pembinaan dan
konsultasi

Inspektorat memberikan pembinaan dan
konsultasi kepada OPD dalam penyusunan
dan penyajian LKPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Pembinaan dan konsultasi yang diberi-
kan inspektorat membantu OPD me-
mahami standar penyusunan LKPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)
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10.

Efektivitas
rekomendasi
audit

Rekomendasi audit Inspektorat efektif da-
lam memperbaiki kelemahan penyusunan
laporan keuangan daerah.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Rekomendasi audit inspektorat men-
dorong peningkatan kepatuhan OPD
terhadap standar akuntansi pemerinta-
han.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

2. Dafar Pernyataan

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No

Indikator

Pernyataan

Jawaban

STS

TS

N

S

SS

Relavan

Informasi yang disajikan dalam LKPD telah
relavan dan bermanfaat bagi pengambilan
keputusan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

LKPD menyajikan informasi keuangan
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
laporan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Andal

LKPD disusun secara andal dan bebas dari
kesalahan material.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Data dan informasi dalam LKPD
didukung oleh bukti yang memadai dan
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dapat dipercaya.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Informasi dalam LKPD mudah dipahami
oleh pengguna laporan keuangan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
Dapat dipa- | jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
hami lumnya. (opsional)

Penyajian LKPD menggunakan istilah
dan format yang mudah dipahami oleh
pengguna laporan keuangan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

LKPD dapat dibandingkan antarperiode un-
tuk menilai kinerja keuangan pemerintah
daerah.

Dapat Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
dibandingkan | jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Kebijakan akuntansi yang digunakan da-
lam LKPD konsisten antarperiode.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuali-
tatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena peran In-
spektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang secara sistematis, faktual, dan akurat.

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data yang dilakukan dengan cara
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mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan melalui rata-
rata (Mean), Maksimum, Minimum, dan Standar deviasi selama periode pengama-
fan.
Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :
1. Megumpulkan data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
2. Menganalisis peranan Inspektorat untuk menjalankan fungsi dalam mening-
katkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Deli Ser-
dang.
3. Menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Deli

serdang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang
melibatkan auditor internal sebagai responden. Gambaran umum responden
disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik responden yang
meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan jabatan. Karakteristik ini
penting untuk mengetahui latar belakang responden yang berperan dalam mem-
berikan penilaian terhadap peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase
1 Laki-Laki 24 66,7%
2 Perempuan 12 33,3%
Total 36 100%

Berdasarkan tabel 4.1, komposisi responden berdasarkan jenis kelamin
menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dibandingkan responden
perempuan. Hal ini mencerminkan kondisi umum struktur pegawai pada unit
pengawasan internal yang sebagian besar diisi oleh pegawai laki-laki, khususnya

pada jabatan auditor.



B. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.2
No | Pendidikan Terakhir | Total Persentase
1 SMA/SMK - -
2 D3/D4 - -
3 Sl 14 38,9%
4 S2 22 61,1%
Total 36 100%
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Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki tingkat pendidikan terakhir Stara Satu (S1), diikuti oleh responden

dengan pendidikan Stara Dua (S2). Kondisi ini menunjukkan bahwa respond-

en memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan relavan pada bi-

dang pengawasan serta pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tingkat pendidikan yang dimiliki responden diharapkan dapat mendukung

pemahaman terhadap standar dan proses audit yang dilaksanakan inspektorat.

C. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3
No Jabatan Total Persentase
1 Auditor ahli pertama 8 22,2%
2 Auditor ahli muda 16 44,4%
3 Auditor ahli madya 11 30,6%
4 | Inspektur pembantu 3 1 2,8%
Total 36 100%
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Berdasarkan tabel 4.3, responden penelitian memiliki jabatan yang be-
ragam, keberagaman jabatan ini mencerminkan variasi tingkat pengalaman dan
tanggung jawab responden dalam pelaksanaan audit dan pengawasan internal.
Dengan adanya responden dari berbagai jenjang jabatan auditor, data yang di-
peroleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.1.2 Deskripsi Instrumen Penelitian

Instrumen yang diterapkan pada penelitian ini adalah kuesioner yang dibu-
at dengan cara terstuktur (wawancara konfirmasi). Kuesioner ini mencakup 18
pernyataan, yang dibagi menjadi dua variabel penelitian, yaitu variabel Peranan
Inspektorat sebagai auditor internal dan variabel Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran jawaban responden menggunakan skala
likert dengan nilai bobot sebagai berikut : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak set-
uju, (3) Netral, (4) setuju, dan (5) Sangat setuju.

Selain jawaban tertutup, kuesioner juga dilengkapi dengan kolom penjela-
san tambahan yang bersifat opsional untuk memberikan kesempatan kepada re-

sponden dalam menjelaskan alasan atas jawaban yang diberikan.
4.2 Analisis Data
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mem-

berikan gambaran umum mengenai data hasil pengisian kuesioner oleh responden.

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian
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tanpa melakukan pengujian hipotesis, sehingga dapat diketahui kecenderungan
jawaban responden terhadap setiap variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1
sampai dengan 5, dimana skor terendah menunjukkan penilaian paling negatif dan
skor tertinggi menunjukkan penilaian paling positif. Untuk menginterpretasikan
hasil jawaban responden, digunakan rentang skala (RS) yang dihitung dengan ru-

mus sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

RS = (m-n)/k
Dimana :
RS = Rentang skala N = Skor minimal
M = Skor minimal K = Jumlah kategori

Berdasarkan skala likert 1-5, maka diperoleh :

RS = (5-1)/5 = 0,80

Dengan demikian, kategori penilaian jawaban responden dapat diklasifi-

kasikan sebagai berikut :

1,00-1,80 : Sangat tidak setuju

1,81-2,60 : Tidak setuju

2,61-3,40 : Netral

3,41-4,20 : Setuju

4,21-5,00 : Sangat setuju
Selanjutnya, dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif meliputi nilai

rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nilai rata-
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rata digunakan untuk memahami kecenderungan umum dari penilaian yang
diberikan oleh responden terhadap setiap variabel. Nilai minimum dan maksimum
menunjukkan rentang skor yang diberikan oleh responden, sementara standar de-
viasi berfungsi untuk memperlihatkan sejaun mana variasi atau sebaran jawaban
responden sepanjang periode pengamatan.

Selain memilih skala jawaban, para responden juga diberikan kolom tam-
bahan untuk menuliskan tanggapan atau komentar. Tanggapan ini dipakai sebagai
data pelengkap untuk mendukung hasil analisis serta memberikan pemahaman
yang lebih mendalam tentang situasi yang terjadi di lapangan.

4.2.2 Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Bagian ini menjelaskan mengenai penelitian terhadap peranan Inspektorat
sebagai auditor internal berdasarkan hasil dari para responden. Penelitian ini dil-
akukan untuk menilai sejaun mana Inspektorat telah melaksanakan tugasnya da-
lam aspek pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap penerapan tata kelola
di dalam pemerintah daerah. Informasi yang digunakan merupakan hasil dari
kuesioner yang diisi oleh responden sesuai dengan kriteria peranan Inspektorat

sebagai auditor internal.

Tabel 4.4
Jawaban Responden Pada Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal

STS TS N S SS Rata-

Skala N | Total
FIFXS|F|FXS|F|FxS| F |FxS| F | FxS rata
X.1 111 (0| O (0] O |[17| 68 |18 | 90 | 36 | 158 4,38
X.2 111 (0| O [0O] O |17 68 |18 | 90 | 36 | 158 4,38
X.3 0( 0 |0 O |O] O |27] 68 | 19| 95 | 36 | 163 4,52
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X.4 0| 0 (2| 4 |4 12 |13| 52 |17 | 8 | 36 | 153 4,25
X.5 0/ 0 (O]l O |O| O |15]| 60 |21 |105| 36 | 165 4,58
X.6 0, 0 (O] O |3| 9 |21| 84 |12| 60 |36 | 153 4,25
X.7 0, 0 (Ol O |O| O |22]| 88 |14 | 70 | 36 | 158 4,38
X.8 0| 0 [O| O |O| O |24]| 96 |12 | 60 | 36 | 156 4,33
X.9 0| 0 (1 2 (5] 15 (16| 64 |14 | 70 | 36 | 151 4,19
X110 (0| O (O] O |O| O |23| 92 |13 | 65 | 36 | 157 4,36

Rata-rata Total 4,41

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan nilai rata-rata total

sebesar 4,41 untuk peranan inspektorat sebagai auditor internal berada pada inter-

val 4,21-5,00 yang termasuk dalam kategori sangat baik, nilai tersebut menunjuk-

kan bahwa nilai responden cenderung memberikan jawaban pada skala setuju

hingga sangat setuju berdasarkan rentang skala penilaian Likert 1-5. Hal ini

menunjukkan bahwa secara umum responden menilai Inspektorat telah menjalan-

kan perannya secara optimal sebagai auditor internal khususnya dalam fungsi

pengawasan, reviu, pemantauan tindak lanjut hasil audit, serta pembinaan ter-

hadap penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah.

Tabel 4.5

Tanggapan Tambahan Responden terkait Peranan Inspektorat

Pernyataan Singkat

Skala

Tanggapan Responden

Pelaksanaan audit pengawasan

Belum sepenuhnya sesuai dengan

internal berdasarkan dengan 1
) ) standart yang berlaku
standar audit pemerintah
Pelaksanaan audit pengawasan ) o
) o 1 Kadang masih kurang objektif
secara independen dan objektif
Reviu Inspektorat membantu 2 Masih belum maksimal
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OPD dalam memperbaiki

kesalahan

OPD menindak lanjuti rekomen- Sebagian besar sudah ditindak

dasi Inspektorat sesuai batas 3 lanjuti namun masih ada yang be-
waktu yang ditentukan lum sepenuhnya sesuai batas waktu
LKPD disusun secara andal dan Masih terdapat beberapa yang perlu
bebas kesalahan material 3 diperhatikan

Berdasarkan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh responden,
terdapat sebagian kecil dari responden yang menunjukkan pendapat tidak setuju
serta netral terhadap beberapa pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan au-
dit pengawasan internal oleh Inspektorat. Salah satu tanggapan yang muncul
berkaitan dengan pernyataan tentang pelaksanaan audit pengawasan internal yang
dilakukan sesuai standar audit pemerintah. Responden menyampaikan bahwa
pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku. Ini
menunjukkan bahwa meskipun secara umum audit telah dilaksanakan, masih ada
beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar lebih konsisten dengan ketentuan dan
pedoman audit yang telah ditentukan.

Selain itu, dalam pernyataan mengenai pelaksanaan audit pengawasan
yang dilakukan dengan cara yang independen dan objektif, ada responden yang
memberikan penilaian negatif dengan tanggapan bahwa pelaksanaan audit terka-
dang masih kurang objektif. Tanggapan ini menunjukkan adanya pandangan bah-
wa independensi dan objektivitas auditor internal belum sepenuhnya dirasakan
oleh semua OPD. Situasi ini bisa dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kerja an-
tara auditor dan auditee, kekurangan sumber daya, atau tekanan yang muncul

selama proses audit.
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Temuan ini juga diperkuat oleh adanya responden yang memberikan
penilaian netral dan tidak setuju serta menyatakan bahwa beberapa aspek dalam
pelaksanaan reviu laporan keuangan belum sepenuhnya efektif. Responden
menilai bahwa masih ada kebutuhan untuk perbaikan, terutama dalam hal kon-
sistensi pelaksanaan peninjauan dan dukungan teknis kepada OPD. Ini menunjuk-
kan bahwa meskipun Inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara
umum, efektivitas pelaksanaan peninjauan dan bantuan teknis masih perlu di-
perkuat agar fungsi pengawasan dapat beroperasi dengan lebih baik dan merata.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sipayung &
Morasa (2021) yang menyatakan bahwa audit internal berperan signifikan dalam
menjaga kualitas laporan keuangan daerah, namun efektivitasnya masih
menghadapi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama terkait konsisten-
si dan independensi audit. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan audit internal
tidak hanya ditentukan oleh adanya prosedur dan standar, tetapi juga oleh kualitas
implementasi dan profesionalisme auditor.

Selain itu, penelitian Tarigan et al (2021) juga mengungkapkan bahwa
meskipun peran pengawasan internal oleh Inspektorat telah dilaksanakan dengan
baik, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi optimal-
isasi fungsi audit internal. Kendala tersebut mencakup keterbatasan dalam pen-
dampingan teknis serta belum optimalnya penerapan standar audit internal
pemerintah secara konsisten.

Penelitian Tamuntuan et al (2023) dan Romarito (2023) juga menegaskan
bahwa keterbatasan kompetensi, independensi auditor, serta keterbatasan waktu

dan sumber daya dapat mempengaruhi objektivitas dan kualitas audit internal.
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Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa
tantangan utama dalam pelaksanaan audit internal tidak terletak pada sistem yang
ada, melainkan pada aspek pelaksanaan dan penguatan kapasitas auditor internal.

Berdasarkan hasil dan keterkaitannya dengan penelitian sebelumnya, In-
spektorat diharapkan untuk terus meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit
pengawasan internal dengan standar audit yang berlaku di pemerintahan melalui
peningkatan pemahaman auditor terhadap standar dan regulasi yang ada. Pening-
katan kualitas audit juga membutuhkan dukungan dari penguatan independensi
dan objektivitas auditor internal sehingga hasil audit dapat diterima dengan lebih
objektif oleh seluruh OPD.

Sejalan dengan penelitian Ihsan (2018) dan Eka Maulana (2020), In-
spektorat diharapkan dapat memperkuat perannya tidak hanya sebagai pengawas,
tetapi juga sebagai pendamping teknis yang konsisten bagi OPD. Peningkatan in-
tensitas reviu, penyediaan bimbingan teknis yang berkelanjutan, serta standarisasi
prosedur reviu laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan konsistensi
pelaksanaan audit dan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh.

Dengan penguatan peran tersebut, Inspektorat diharapkan dapat menjamin
bahwa kualitas laporan keuangan yang sudah berada pada kategori sangat baik
terus ditingkatkan secara konsisten dan merata di semua Organisasi Perangkat
Daerah, sehingga tujuan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dapat di-
capai dengan maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Inspektorat sebagai
auditor internal telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang posi-

tif dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli
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Serdang, tetapi peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan reviu dan dukungan

teknis kepada OPD masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit

internal kedepannya.

4.2.3 Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas

Laporan Pemerintah kabupaten Deli Serdang

Bagian ini membahas hasil penelitian faktor penghambat Inspektorat da-

lam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk

menggambarkan seberapa baik penyusunan dan penyajian laporan keuangan

pemerintah daerah telah memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan.

katkan Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4.6

Jawaban Responden Pada Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Mening-

Skala STS TS N S SS N | Total Rata-
FIFXS|F|FXS|F|FxS| F |FxS| F | FxS rata

Y.l 0, 0 (Ol O |O| O |22]| 88 |14 | 70 | 36 | 158 4,38
Y.2 0 0 |0 O |21 3 |23] 92 |12 | 60 |36 | 152 4,22
Y.3 0| 0 [O| O |4 12 |22| 88 | 10| 50 | 36 | 150 4,16
Y.4 0, 0 (Ol O |O| O |23]| 92 |13 | 65 |36 | 157 4,36
Y.5 0| O |Of O |1] 3 [24] 96 |11 | 55 |36 | 154 4,27
Y.6 0, 0 (O]l O |O| O |23]| 92 |13 | 65 |36 | 157 4,36
Y.7 0| 0 (O] O |1 3 |23]| 92|12 60 |36 | 155 4,30
Y.8 0, 0 (O]l O |1| 3 |25]|100| 10| 50 |36 | 153 4,25
Rata-rata Total 4,28

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan nilai rata-rata total

sebesar 4,28 yang berada pada interval 4,21-5,00 dan termasuk dalam kategori

setuju/sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai responden cenderung




62

memberikan jawaban pada skala setuju hingga sangat setuju. Secara kuantitatif,
hasil ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang telah dinilai baik oleh responden. Namun demikian, hasil penguku-
ran tersebut tidak serta-merta meniadakan adanya hambatan dalam pelaksanaan
peran Inspektorat sebagai auditor internal, justru terlihat jelas melalui analisis ja-
waban netral dan tanggapan tambahan responden.

Tabel 4.7

Tanggapan Tambahan Responden terkait Faktor Penghambat

Pernyataan Singkat Skala Tanggapan Responden

Sebagian besar konsisten namun
Konsistensi kebijakan akuntansi 3 masih ada penyesuaian pada be-

berapa periode

Keterbandingan LKPD antarper- Bisa dibandingkan tapi masih ada

iode yang berbeda tiap tahunnya

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan
konsisten kebijakan akuntansi antarperiode serta perbandingan laporan keuangan
antarperiode. Beberapa responden memberikan tanggapan netral terhadap pertan-
yaan tentang konsistenkebijakan akuntansi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut
sebenarnya sudah dilaksanakan, namun masih mengalami perubahan pada periode
tertentu. Situasi yang sama juga terlihat dalam hal kemampuan membandingkan
laporan keuangan, di mana responden mengungkapkan bahwa laporan keuangan
dapat dibandingkan, tetapi terdapat perbedaan antarperiode yang mungkin menyu-

litkan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah.
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Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan yang dihadapi bukanlah
bersifat struktural, tetapi lebih kepada masalah pelaksanaan dan konsistensi dalam
penerapan kebijakan.

Hambatan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika
perubahan regulasi, penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan
pemerintah, serta perbedaan dalam pemahaman dan persiapan masing-masing
OPD dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Selain itu, keterbatasan intensitas
dalam pendampingan dan tinjauan yang dilakukan oleh Inspektorat juga ber-
kontribusi pada ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan akuntansi. Dalam
praktiknya, kondisi ini menyebabkan laporan keuangan secara umum telah me-
menuhi standar, tetapi masih belum sepenuhnya stabil dan konsisten di antara
periode yang berbeda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahfuz & Hanum (2023) yang menya-
takan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi
oleh konsistensi penerapan sistem informasi akuntansi dan kinerja aparatur. Selain
itu, penelitian oleh Sari & Putra (2021) menegaskan bahwa perubahan kebijakan
akuntansi dan lemahnya pengawasan internal pada tahap implementasi dapat men-
jadi faktor penghambat dalam menjaga keterbandingan laporan keuangan
antarperiode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam meningkat-
kan kualitas laporan keuangan tidak disebabkan oleh tidak adanya sistem atau
kebijakan, tetapi pada konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dan ke-

mampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Situasi
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ini menunjukkan bahwa isu yang dihadapi bersifat praktis dan memerlukan pen-
guatan pada tahap pelaksanaan serta pengawasan internal.

Sejalan dengan penelitian Kesuma Puja Lestari et al (2023), kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh konsistensi penera-
pan Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi aparatur, serta efektivitas pengen-
dalian internal. Oleh karena itu, Inspektorat disarankan untuk berperan lebih aktif
dalam memastikan bahwa setiap OPD memiliki pemahaman yang seragam ter-
hadap kebijakan akuntansi yang diterapkan, khususnya ketika terjadi perubahan
regulasi atau kebijakan baru.

Selain itu, penelitian Tamuntuan et al (2023) dan Romarito (2023) mene-
gaskan bahwa keterbatasan pendampingan dan perbedaan tingkat pemahaman au-
ditee dapat menjadi faktor penghambat dalam menjaga konsistensi laporan keu-
angan. Berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat diharapkan tidak hanya ber-
fungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping teknis yang konsisten
bagi OPD melalui peningkatan intensitas reviu, bimbingan teknis, serta penyusu-
nan pedoman penerapan kebijakan akuntansi yang lebih terstandarisasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian Adira et al (2023) dan Kewo & Rufaedah
(2024) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dan tata kelola pemerintahan
yang baik memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh
karena itu, penguatan koordinasi antar OPD serta peningkatan peran Inspektorat
dalam mendorong tata kelola yang konsisten dan terintegrasi menjadi langkah
penting untuk mengatasi hambatan yang ada.

Dengan memperkuat fungsi pendampingan, standarisasi kebijakan, serta

koordinasi lintas OPD, diharapkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabu-
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paten Deli Serdang tidak hanya baik secara kuantitatif, tetapi juga konsisten dan
dapat diperbandingkan secara berkelanjutan antarperiode.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
secara umum, peranan Inspektorat sebagai auditor internal telah berjalan efektif
dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan
Kabupaten Deli Serdang. Ini terlihat dari sebagian besar responden yang mem-
berikan penilaian setuju dan sangat setuju terhadap indikator-indikator peran In-
spektorat serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun, hasil
penelitian juga mencatat adanya beberapa kendala yang perlu diperhatikan, teru-
tama terkait dengan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dan perbandingan
laporan keuangan antar periode.

Tanggapan responden yang netral serta beberapa catatan tambahan menun-
jukkan bahwa meskipun kualitas laporan keuangan sudah dalam kategori baik,
pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan. Hal
ini menunjukkan perlunya penguatan dalam fungsi pengawasan, peninjauan, serta
dukungan teknis dari Inspektorat agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan
dengan lebih seragam dan terkoordinasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang men-
dalam mengenai kondisi aktual Inspektorat dan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan dan sa-
ran yang ada di Bab V. Bab selanjutnya akan fokus pada penarikan kesimpulan

penting dari hasil penelitian serta penyampaian saran yang diharapkan dapat
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memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan peran Inspektorat dan mutu

laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang di masa depan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa peranan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai auditor internal da-
lam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk kategori
sangat baik. Ini terlihat dari banyaknya tanggapan setuju dan sangat setuju ter-
hadap semua indikator penelitian yang menunjukkan pelaksanaan fungsi audit,
reviu laporan keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dan pembinaan
serta konsultasi yang berjalan dengan baik.

Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya perbedaan jawaban
dari responden pada beberapa indikator tertentu, terutama terkait dengan peman-
tauan tindak lanjut rekomendasi audit, perencanaan audit, ketepatan waktu dalam
menyampaikan hasil audit, serta pembinaan dan konsultasi kepada OPD. Perbe-
daan ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan peran Inspektorat te-
lah berjalan dengan baik, masih ada aspek yang perlu diperbaiki untuk mening-
katkan efektivitas pengawasan internal serta mendukung peningkatan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebe-
lumnya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat mem-

berikan nilai tambah, baik dalam praktik maupun akademis.

1. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemeriksaan dan pengel-
olaan laporan keuangan pemerintah daerah tergolong sangat baik, auditor in-
ternal disarankan untuk terus meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan
prosedur pemeriksaan. Hal ini penting agar temuan dan catatan dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terus berkurang, terutama pada beberapa
aspek yang masih menunjukkan tanggapan netral atau tidak setuju dari re-
sponden.

2. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dianjurkan untuk memperkuat
pengawasan internal dengan meningkatkan kemampuan auditor, melalui
pelatihan teknis, pemahaman terbaru tentang regulasi, dan pendalaman audit
yang berfokus pada risiko. Dengan upaya ini, diharapkan kualitas pemerik-
saan dapat terus meningkat dan menghindari terulangnya kelemahan yang
sama di masa depan.

3. Tanggapan tambahan dari responden menunjukkan masih ada potensi perbai-
kan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan konsistensi dalam
melaksanakan prosedur. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi internal secara
rutin terhadap proses audit, termasuk dokumentasi dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, agar pelaksanaan audit tidak sekadar formalitas, melainkan juga

efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
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4. Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk menerapkan metode ana-
lisis yang lebih mendalam, seperti analisis inferensial atau pengujian hub-
ungan antar variabel, serta memperluas jumlah dan karakteristik responden.
Dengan cara ini, hasil penelitian mendatang diharapkan bisa memberikan
gambaran yang lebih menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang me-
mengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan lebih rinci.

Dengan demikian, diharapkan temuan penelitian ini tidak hanya menjadi

landasan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga dapat di-

jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pemeriksaan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah secara

berkelanjutan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil peelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebe-
lumnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang per-
lu diperhatikan saat menginterpretasikan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui kuesioner
dengan skala Likert, sehingga hasilnya sangat bergantung pada pandangan
subjektif responden. Meskipun responden adalah auditor internal yang
mengerti tentang proses audit dan penyusunan laporan keuangan, perbedaan
dalam pengalaman, tingkat pemahaman, serta perspektif masing-masing re-
sponden bisa memengaruhi jawaban yang mereka berikan.

2. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa hampir semua responden mem-
berikan jawaban setuju dan sangat setuju pada hampir semua pernyataan. Hal

ini dapat menciptakan kecenderungan bias positif, di mana responden lebih
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cenderung memberikan penilaian yang baik terhadap kondisi organisasi tem-
pat mereka bekerja. Akibatnya, variasi dalam jawaban menjadi cukup terbatas
dan bisa memengaruhi kedalaman analisis terhadap masalah yang diteliti.
Penelitian ini hanya menggunakan analisis statistik deskriptif yang mencakup
nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standar. Teknik analisis ini
tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel
dengan mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih berfokus pada
gambaran kondisi yang dirasakan oleh responden, bukan pada pengujian
hipotesis secara inferensial.

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup auditor internal di Inspektorat
Kabupaten Deli Serdang, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke
inspektorat lain atau ke lembaga pemeriksa eksternal. Perbedaan karakteristik
organisasi, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal di setiap
masing-masing daerah dapat menghasilkan hasil penelitian yang bervariasi.
Penelitian ini tidak secara langsung mengamati faktor-faktor eksternal yang
dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti
tingkat kepatuhan dari OPD, peraturan yang berubah, serta tekanan waktu da-
lam penyusunan laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut mungkin dapat
memengaruhi kualitas LKPD, tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup

penelitian ini.



70

DAFTAR PUSTAKA

Armono, D., Wicaksono, N. I., & Fitriani, A. (2024). Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Rangka
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Aplikasi
Bisnis, 21(2), 617.

Cecilia Lelly Kewo, & Yanti Rufaedah. (2024). Pengaruh Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan dan Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi
Utara).

Citra, S. R. (2023). Evaluasi pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kabupat-

en Sleman.

Desi Fatimah, Ria Nelly Sari, & M. Rasuli. (2014). Fatimah, Desi, Ria Nelly-
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Pe-
rundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah
Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. Jurnal
Akuntansi, 3(1), 1-15.

Dwiyana, M. A., Yudantara, G. A. P., & Julianto, P. (2019). Implementasi standar
akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
dan peran internal audit inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keu-
angan satuan kerja perangkat daerah. Jurnal Ekonomi Akuntansi Universi-
tas Pendidikan Ganesha, 10(2).

Dwi Windarsih, & Irwan Taufiq Ritonga. (2021). Hubungan Kualitas Review
Laporan Keuangan Dengan Temuan Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota SE-DIY. Universitas Gadjah Mada.



71

Fakih, F., & Aulia Yudisiana, P. (2024). Fungsi Audit Internal Dalam Mendeteksi
Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal limu Ad-
ministrasi Dan Studi Kebijakan(JIASK), 7(2).

http://www.kemendagri.go.id,

Fibriyanti, S. L. (2024). Analisis kualitas audit laporan keuangan Inspektorat Dae-
rah Kabupaten Boalemo. Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 2(2),
392-404. https://doi.org/10.30640/trending.v2i2.3142

Hafsah, Ramdhansyah, & Hasan Sakti Siregar. (2017). Analisis Kelemahan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Uni-

versitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hutabarat, D., & Lubis, Z. (2021). Analisis pelaporan keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Kumpulan
Dosen UMSU, 18(2), 45-56.

Ikhsan, A., Muhyarsyah, Hasrudy, T., & Oktaviani, A. (2014). Metodologi
penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. Bandung: Citapustaka
Media.

Ilham Dio Bhakti, & Ulfa Puspa Wanti Widodo. (2024). Peranan Pengendalian
Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Internal. Jurnal Ilmiah
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(2), 750-758.
https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.381

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. (2022-2024). Laporan Hasil Reviu atas
LKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022-2024. Deli Ser-
dang: Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Kahfi, L. N., & Meutia, T. (2019). Pengaruh keahlian audit, kompleksitas tugas
dan etika profesi terhadap kualitas audit pada pemerintah Kabupaten Sa-
mosir.  Jurnal Riset Akuntansi dan  Bisnis, 19(1), 53-65.
https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3340



http://www.kemendagri.go.id/
https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.381
https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3340

72

Ketut, O., Kustina, T., & Zulianto, D. L. (2017). Peran audit internal dan komitmen
manajemen dalam penerapan good corporate governance. Jurnal Ilmiah

Akuntansi dan Bisnis, 2.

Lalu Roby Rajafi, Gugus Irianto, & Zaki Baridwan. (2024). Analisis Determinan
Kualitas Audit Internal Sektor Publik di Indonesia: Systematic Literature
Review. Jurnal  Akuntansi  Bisnis dan  Manajemen, 31(2).
https://doi.org/10.35606/jabm.v31i2.1437

Lestari, D. A., & Rahim, S. (2021). Dimensi internal auditor dalam meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah. YUME: Journal of Management,
4(2), 231-243. https://doi.org/10.37531/yume.vxix.231

Lubis, K., & Meutia, T. (2019). Pengaruh Keahlian Audit Kompleksitas Tugas Dan
Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit Pada Pemerintah Kabupaten Samosir.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 19(1), 53-65.
https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3340

Made Ary Dwiyana, Gede Agus Pertama Yudantara, & Putu Julianto. (2019). Im-
plementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Dan Peran Internal Audit Inspektorat Daerah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Ekonomi

Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 10(2).

Mahasiswa, J., & Samudra, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada OPD Kabupaten
Deli Serdang), 4(2).

Mahfuz, R. P., & Hanum, Z. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan
kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus pada Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal). Owner: Riset dan Jurnal
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 7(4), 2895-2904.
https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1626

Majidah, N., & Falikhatun, F. (2024). The role of internal audit on the quality of
financial reports. JPPI.

https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/3954



https://doi.org/10.35606/jabm.v31i2.1437
https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1626
https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/3954

73

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.

Maulana, & Eka. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis, 2.

Muhammad Hafizh Ihsan. (2018). Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor
Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Prabumulih. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas

Sriwijaya.

Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence of internal
control system weaknesses and audit quality on the quality of local gov-
ernment financial reports in Indonesia with good government governance as
moderating. International Journal of Science, Technology & Management,
3(2), 461-474. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Dae-
rah (LKPD) Deli Serdang Tahun 2017-2024.

Peraturan Pemerintah, Pub. L. No. 71, Lembaran Negara Republik Indonesia
(2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pub. L. No. 60, tentang Sistem Pen-
gendalian Intern (2008).

Rasdianto, E. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Penerbit
Brama Ardian.

Ratri, M. C., & Bernawati, Y. (2020). Penerapan standar profesional audit internal
dan kualitas audit: Sebuah tinjauan literatur. Jurnal Bisnis dan Akuntansi,
22(1). http://jurnaltsm.id/index.php/JBA

Reyvisa, S. (2018). Analisis peran auditor internal dalam mendeteksi kecurangan
pada PT. Haka Sentra Corporindo Makassar. Skripsi, Universitas Muham-

madiyah Makassar.



74

Rika, G. R. (2018). The effect of internal auditor competency on internal audit
quality and its implication on the accountability of local government. Euro-

pean Research Studies Journal, XXI(4).

Riyadi, S. (2020). Public Accountability in Government Financial Management.

Journal of Public Sector Studies.

Sari, F. M. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas
aparatur pemerintah daerah, good governance dan pemanfaatan teknologi in-
formasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada Ka-

bupaten Batang). Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, 3(1), 27-42.

Septianingtyas, V. I., Alam, S., Julianti, D., & Tjan, S. (2023). Auditor internal
sebagai quality assurance dalam menunjang efektivitas pengendalian internal
pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jurnal Mirai Management, 8(2),
237-250.

Shidgi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local gov-
ernments: The role of internal control and audit. Jurnal Akuntansi dan Audit-
ing Indonesia, 29(1). https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i

Sipayung, Y., Morasa, J., & Iriando, A. (2021). Evaluasi Audit Internal Dalam
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada In-
spektorat Kota Tomohon). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(3), 871-879.

Siregar, M., Simanjuntak, R., & Lubis, H. (2025). Analisis sistem pengendalian
internal dalam menunjang efektivitas persediaan barang. Jurnal Akuntansi
dan Keuangan Kontemporer, 5(1), 12-23. Universitas Muhammadiyah Su-

matera Utara.

Siti Adira, Cut Aulita Saputri, Arnita, & Mariana. (2024). Peran Inspektorat Dae-
rah dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.
Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(4). https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392

Siti, A., Saputri, C. A., Arnita, A., & Mariana, M. (2024). Peran Inspektorat Dae-

rah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.


https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392

75

Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(4), 78-90.
https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392

Situmorang, F. (2021). Peranan Inspektorat dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Muham-

madiyah Sumatera Utara

Sri, W., & Arsyadona, A. (2025). Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah Da-
lam Mitigasi Risiko Fraud Pada Sektor Pemerintahan. Jurnal Rimba: Riset
limu Manajemen Bisnis  dan  Akuntansi, 3(1), 223-238.
https://doi.org/10.61132/rimba.v3i1.1594

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Sukma Lesmana. (2011). Dampak Environment Uncertainty Terhadap Efektivitas
Sistem Pengendalian Akuntansi. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, 11(2).

Widia Astuty. (2016). Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wiwin Aryani, Tri Widodo, & Maria Entina Puspita. (2024). Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah, Kompetensi Sdm Dan Audit Internal Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. llmu Ekonomi, 8(4).


https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392

LAMPIRAN-LAMPIRAN

76



77

1. Lampiran Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan penyerahan tautan kuesioner penelitian kepada

Auditor di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari proses

pengumpulan data penelitian, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026.
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2. Lampiran Kuesioner Penelitian

Yth Bapak/Ibu Responden

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi program

Stara Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Saya :

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Prodi/Semester : Akuntansi / 8

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir yang ber-
judul “Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan
Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupat-
en Deli Serdang* untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu un-
tuk menjadi responden saya.

Kepada Bapak/lbu terimakasih saya ucapkan atas kesediaan dalam men-
gisi kuesioner ini, seluruh jawaban dan informasi yang Bapak/lbu berikan akan

saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja.

Hormat Saya

Nurul Fadhillah Nasution
2205170222
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A. Petunjuk Pengisian

Bapak/lbu dapat memberikan jawaban atas pernyataan yang paling
sesuai dengan kondisi dan pengalaman Bapak/lbu selama menjalankan tugas,
dengan memilih salah satu skala penilaian tersedia.

skala penilaian yang digunakan sebagai berikut:

1. STS : SANGAT TIDAK SETUJU

2. TS : TIDAK SETUJU
3.N : NETRAL

4.5 : SETUJU

5.SS : SANGAT SETUJU

Selain memilih skala jawaban, Bapak/Ibu juga dapat memberikan pen-
jelasan atau alasan tambahan pada kolom yang disediakan (opsional) untuk
memperjelas jawaban yang diberikan. Penjelasan ini digunakan sebagai data
pendukung dalam penelitian.

B. Informasi Responden
Sebelum menjawab pernyataan pada kuesioner, dimohon agar Bapak/Ibu

untuk mengisi data berikut :
Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Usia

Pendidikan Terakhir :

Jabatan



3. Daftar pernyataan

Indikator Peranan Inspektorat
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audit
pengawasan
internal

. Jawaban
No Indikator Pernyataan
STS| TS| N SS
1. Auditor internal melaksanakan audit
pengawasan internal atas penyusunan
LKPD sesuai dengan standar audit
Pelaksanaan pemerintah.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Auditor internal melaksanakan audit
pengawasan secara independen dan ob-
jektif dalam proses penyusunan LKPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Reviu laporan
keuangan

Inspektorat melakukan reviu atas laporan
keuangan sebelum LKPD disampaikan ke
BPK.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Reviu vyang dilakukan inspektorat
membantu OPD memperbaiki kesala-
han sebelum LKPD diaudit oleh BPK.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Pemantauan
tindak lanjut
hasil audit

Inspektorat melakukan pemantauan ter-
hadap tindak lanjut rekomendasi hasil au-
dit yang telah diberikan kepada OPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

OPD menindaklanjuti  rekomendasi
hasil audit inspektorat sesuai dengan
batas waktu yang ditetapkan
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Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Pembinaan dan
konsultasi

Inspektorat memberikan pembinaan dan
konsultasi kepada OPD dalam penyusunan
dan penyajian LKPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Pembinaan dan konsultasi yang diberi-
kan inspektorat membantu OPD me-
mahami standar penyusunan LKPD.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

10.

Efektivitas
rekomendasi
audit

Rekomendasi audit Inspektorat efektif da-
lam memperbaiki kelemahan penyusunan
laporan keuangan daerah.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Rekomendasi audit inspektorat men-
dorong peningkatan kepatuhan OPD
terhadap standar akuntansi pemerinta-
han.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

4. Dafar Pernyataan

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No

Indikator

Pernyataan

Jawaban

STS

TS

N

S

SS

Relavan

Informasi yang disajikan dalam LKPD telah
relavan dan bermanfaat bagi pengambilan
keputusan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
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jawaban Bapak/lbu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

LKPD menyajikan informasi keuangan
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
laporan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Andal

LKPD disusun secara andal dan bebas dari
kesalahan material.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Data dan informasi dalam LKPD
didukung oleh bukti yang memadai dan
dapat dipercaya.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Dapat dipa-
hami

Informasi dalam LKPD mudah dipahami
oleh pengguna laporan keuangan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Penyajian LKPD menggunakan istilah
dan format yang mudah dipahami oleh
pengguna laporan keuangan.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Dapat
dibandingkan

LKPD dapat dibandingkan antarperiode un-
tuk menilai kinerja keuangan pemerintah
daerah.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
lumnya. (opsional)

Kebijakan akuntansi yang digunakan da-
lam LKPD konsisten antarperiode.

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas
jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebe-
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lumnya. (opsional)




3. Lampiran Rekapitulasi Hasil Kuesioner Responden

No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase
1 Laki-Laki 24 66,7%
2 Perempuan 12 33,3%
Total 36 100%
No | Pendidikan Terakhir | Total Persentase
1 SMA/SMK - -
2 D3/D4 - -
3 S1 14 38,9%
4 S2 22 61,1%
Total 36 100%
No Jabatan Total Persentase
1 Auditor ahli pertama 8 22,2%
2 Auditor ahli muda 16 44,4%
3 Auditor ahli madya 11 30,6%
4 Inspektur pembantu 3 1 2,8%
Total 36 100%
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Auditor internal melaksanakan audit pengawasani Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Auditor internal melaksanakan audit pengawasan ¢

4 Yasesuai 4
4 Ya Audit Harus Berdasarkan Standar Audit Pemerir 4
4 4
5 5
4 4
4 4
5 Biar sesuai peraturan yg ada 5
5 4
4 Kita membenahi internal sebelum memeriksa inter| 4
5 5
5 5
5 5
5 Ss 5
5 5
4 Sesuaiperaturan 5
5 5
4 4
4 4
5 4
4 4
4 4
4 Isfektorat sebagai perpanjangan tangan Bupati dali 4
5 Karen LKPD harus memakai standard audit 5
5 5
5 5
5 Sesuaiaturan dan ketentuan yg berlaku 5
5 Untuk membandingkan Antara Perencanaan dgn P 5
4 Auditon dan PPUPD adalah pengawas pembangun 4
4 4
1 Belum sepenuhnya sesuai dengan standart yg berl: 1
5 5
4 SesuaiPP 12 Tahun 2017 5
5 Lebih tepat nya pelaksanaan reviu LKPD 5
4 4
5 5

4  Sesuairegulasi 4




Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Inspektorat melakukan reviu atas laporan ke
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mohon jelaskan alasan atas jaw

Ya

audit pengawasan dilakukan secara independen da

Harus biar objektif

Dalam meakukan pemeriksaan tidak boleh ada teki

Ss

Sesuai peraturan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi isfektorat d

Karena ke independenan audit dapat terlaksana de

Tidak ada intervensi dari pihak manapun

Agar terhindar dari Intervensi dari Pimpinan

Auditon dan PPUPD adalah pengawas pembanguni

Kadang masih kurang objektif

Sesuai PP 12 Tahun 2017

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangat

Biar ketika diperiksa BPK tidak banyak catatan

Ss

Sesuai peraturan

Setiap OPD dalam penyusunan anggaran terlebih d

Karena begitu menurut peraturan yg berlaku

Sesuai aturan
Utk melihat bgmn keabsahan dan kebenaran lapor:

Hasil dari reviu keuangan inspektorat sebagai perb:

Sesuai PP 12 Tahun 2017
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Reviu yang dilakukan inspektorat membantu OPD n Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindg

2 Masih belum maksimal 4
4 Benar 4
5 4
5 5
4 4
4 4
5 Biar sesuai peraturan 5
4 4
4 5
5 5
5 5
5 5
3 N 5
5 5
4 Sesuaiperaturan 5
5 5
4 4
4 4
5 5
4 4
2 4
4 4
5 Supaya LKPD tersaji dengan baik 5
3 5
5 5
4 Sesuaiperan APIP meriviu 4
5 Agar TDK terjadi LG kesalahan dim laporan keuang 5
5 Sebagai bahan koreksi dan perbaikan OPD 5
4 4
5 5
3 4
5 SesuaiPP 12 Tahun 2017 5
5 5
4 5
5 5




Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba OPD menindaklanj
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rekomendasi hasil auditinsp¢ Jika berkenan, mohon jelaskan al

Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tinda

Utk meyakinkan bhw opd melaksanakan rekomend

Biar sesuai peraturan

Ss

Sesuai Tupoksi Inspektorat

Hal ini berkaitan dgn temuan dan kesempatan dari

Supaya LKPD tercipta dengan baik

Memastikan TLHP sdh lengkap sesusi LHP
Untuk melihat perbaikan atas rekomendasi hasil au

tindak lanjut temuan inspektorat diperbaiki dan dile

Sesuai PP 12 Tahun 2017

OPD menindaklanjuti retkomendasi hasil audit insp¢

Harus biar sesuai peraturan

Sesuai peraturan

Sesuai ketentuan dan jadwal yg telah disampaikan.

Sesuai dengan aturan yang berlaku

Sesuai aturan
Untuk menghindari sanksi administratif dan sanksi

Dalam penugasan Tim Inspektorat mendapat Surat

Sebagian besar sudah ditindaklanjuti namun masih

Sesuai PP 12 Tahun 2017

Belum semua
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Inspektorat memberikan pembinaan dan konsultas Jika berkenan, mohon je alasan atas jawaba Pembinaan dan konsultasi yang diberikan inspekto

4 Inspektorat memberikan pembinaan dan konsultas 4
4 4
4 4
4 4
4 4
5 Biar sesuai peraturan 5
4 4
4 4
5 4
5 5
4 4
4 S 4
5 5
4 Sesuaiperaturan 5
5 5
4 4
4 4
5 4
4 4
4 4
4 Guna utk tdk keluar dari visi misi dan aturan yg berl 4
5 Supaya LKPD dapat terlaksana dengan baik 5
5 4
5 5
4  Agar sesuai aturan 4
5 Agar OPD dapat memahami dan mengerti bagaime 5
4 Agar hasil temuan dijawab utk dilengkapi dan diper 4
4 4
4 4
5 5
5 SesuaiPP 12 Tahun 2017 5
5 5
4 4
5 5
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kan alasan atas ba Rekomendasi audit Inspektorat efektif dalam mem Jika berkenan,

Ya Pembinaan dan konsultasi yang diberikan inspe 5 Rekomendasi audit Inspektorat efektif dalam mem)

Biar sesuai peraturan 5 Biar sesuai peraturan

Sesuai SOP Inspektorat 4  Sesuai Standar Pemeriksaan

4 Agar menjadi catatan dalam pekerjaan selanjutnya

Supaya dapat terlaksana laporan keuangan yang bi 5

Agar sesuai aturan dan ketentuan yg berlaku 4 Karena dapat memperbaiki kalau tdk sesuai aturan
Agar OPD taat dan patuh terhadap standar penyust 5 Agar efektif dalam memperbaiki kesalahan yg ada.

Dengan demikian pengelolaan keuangan di OPD m« 5 Sebagai bahan perbaikan untuk pengolaan keuang:

Sesuai PP 12 Tahun 2017 5 Sesuai PP 12 Tahun 2017
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Rekomendasi audit inspektorat mendorong peningl Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Informasi yang disajikan dalam LKPD telah relavan

4 Rekomendasi audit inspektorat mendorong pening 4
4 4
4 4
4 4
4 4
5  Biar sesuai peraturan 5
4 4
4 4
5 5
5 5
5 S
4 S 4
5 5
4 Sesuaiperaturan 4
5 5
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 Agar selalu mematuhi aturan 4
5 5
4 5
5 5
4 Karena rekomendasi yg di berikan sesuai aturan yg 4
5 Agar OPD patut dan patuh dalam THD standar akut 5
4 Mengurangi resiko keuangan 4
4 4
4 4
5 5
5 SesuaiPP 12 Tahun 2017 5
5 5
4 4
5 5
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Jika berkenan, moh kan alasan ata vaba LKPD menyajikan informasi keuangan yang sesuai Jika berkenan, mohon jelaskan alasan

Informasi yang disajikan dalam LKPD telah relavan 4 LKPD menyajikan informasi keuangan yang sesuai

Biar sesuai peraturan 5 Biar sesuai peraturan

Sesuai peraturan 4  Sesuai peraturan

Benar utk memprogram kegiatan tahun berikutnya -

Karena sdh sesuai aturan 4 Karena dibuat sesuai aturan yg berlaku
Dengan Informasi yg relevan dapat memudahkan d 5 LKPD Ats Laporan Keuangan memudahkan bagi pe

4  Ankutabel dan akurat

Sesuai PP 12 Tahun 2017 5 Sesuai PP 12 Tahun 2017

3 Lebih tepat nya informasi yg disajikan sesuai keten
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LKPD disusun secara andal dan bebas dari kesalah Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Data dan informasi dalam LKPD didukung oleh buk

4 LKPD disusun secara andal dan bebas dari kesalah 4
4 4
3 4
4 4
4 a
5 Biar sesuai peraturan 5
4 4
4 4
4 4
5 5
4 4
4 S 4
5 5
4  Sesuaiperaturan 4
5 5
4 4
4 4
4 5
4 4
4 4
4 Harapan nya begitu 4
5 5
3 5
5 5
4  Karena sdh sesuai aturan 4
5 Laporan sudah di susun dgn handal dan bebas dari S
4 Sesuaiketentuan 4
4 4
4 4
3 Masih terdapat beberapa yang perlu diperhatikan 5
5 SesuaiPP 12 Tahun 2017 5
5 5
4 4
5 5
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Jika berkenan, mohon |

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Informasi dalam LKPD mudah dipahami oleh peng¢

Data dan informasi dalam LKPD didukung oleh buk 4 Informasi dalam LKPD mudah dipahami oleh pengt

Biar sesuai peraturan 5 Biarsesuai peraturan

4  Agar lebih mudah melaksanakan kegiatan

Sesuai peraturan 4  Sesuai peratran

Transporasi 4  Agar dalam pelaksanaan tdk menyebabkan bias da

Sdh sesuai aturan 4 Karena disajikan lengkap dan jelas aturan sebagai
Karena telah didukung dgn bukti yg memadai dan ¢ 5 Karena mudah di pahami oleh pengguna laporan.

Disajikan dim bentuk laporan dan dilengkapi bukii ¢ 4  Agar Obrik dapat memahami

Sesuai PP 12 Tahun 2017 5 Sesuai PP 12 Tahun 2017
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Penyajian LKPD menggunakan istil an format y. Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba LKPD dapat dibandingkan antarperiode untuk meni

4  Penyajian LKPD menggunakan istilah dan formaty 4
4 4
4 5
4 4
4 4
5 Biar sesuai peraturan 5
4 4
4 4
4 4
5 5
4 4
4 S 4
5 5
4  SesuaiPeraruran 4
5 5
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 Guna memudahkan dalam pelaporan 4
5 5
5 4
5 5
4  Agardapat digunakan sebagai acuan/pedoman 4
5 Mudah di pahami oleh pengguna laporan keuangar 5
S5 Dapat dibaca dan dipahami siapa saja 4
4 4
4 4
5 5
§ SesuaiPP 12 Tahun 2017 5
5 5
4 4
5 5
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Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam LKPD k Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba

Bisa dibandingkan tapi masih ada yg berbeda tiap 1

LKPD dapat dibandingkan antarperiode untuk meni

Biar sesuai peraturan

Sesuai Peraruran

Agar tergambarkan peningkatan dan kegagalan bil:

Untuk perbaikan ke depan nya
Karena bermanfaat utk perbandingan antar periode

Sebagai perbandingan dan perbaikan utk pengolah

Sesuai PP 12 Tahun 2017

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam LKPD K

Sebagian besar konsisten namun masih ada peny¢

Biar sesuai peraturan

Sesuai peraturan

Benar

Karena sesuai aturan yg berlaku
Karen sudah konsisten dgn kebijakan akuntansi yg

Tiap tahun anggaran

Sesuai PP 12 Tahun 2017
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 5 Mei 2023

Nomor : \ZABS/XVIILMDN/05/2023

Lampiran: Dua eksemplar

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2022

Yth. Bupati Deli Serdang
di
Lubuk Pakam

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15
Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab
Deli Serdang TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas
(LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Deli
Serdang dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,
efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. -

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Deli Serdang TA 2022 yang perlu
mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara,
diantaranya yaitu:

a. Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan
Pajak Sarang Burung Walet belum lengkap dan akurat;

b. Kekurangan volume 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga. dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebesar
Rp804.409.754,62;

¢. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati,
antara lain agar:
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1. Mengajukan usulan pemindahan status atas lahan sckolah dan puskesmas yang ada di
kawasan hutan;

2. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) agar
memproses pengajuan TGR dari OPD;

3. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): .

a. Melakukan pemeriksaan PBB P2 ke 28 bidang pada Kawasan Industri Medan (KIM)
untuk memastikan nilai potensi PBB P2 sebesar Rp!.662.812.008,00;

b. Menggunakan data perizinan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam
pendataan pengusaha sarang burung walet;

¢. Berkoordinasi dengan Balai Karantina Pertanian Kualanamu atau Badan Karantina
Pertanian Kementerian Pertanian untuk memproleh data riil produksi sarang burung
walet.

4. Memerintahkan Kepala Dinas SDABMBK:

a. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan pengawas lapangan lebih cermat melakukan
pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;

b. Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah scbesar
Rp37.437.549,99;

¢. Memproses potensi kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar
Rp668.359.500,31.

5. Memerintahkan Kepala Badan Kcuangan dan Aset Daerah (BKAD) sclaku pejabat
penatausahaan barang untuk mengkaji alternatif perolchan aset tanah sekolah dan
puskesmas pada tanah eks HGU PTPN Il dan PT KAI, atau mengoordinasikan
penganggaran ganti rugi secara bertahap;

6. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Keschatan lebih optimal
berkoordinasi dengan kepala desa untuk pengajuan sertifikat tanah sekolah dan
puskesmas.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor

41 A/LHP/XVIIL.MDN/05/2023 dan Nomor 41.B/LHP/XVIILMDN/05/2023, bertanggal 2

Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP
diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 22 Mei 2024

Nomor : 15Y, g /S/XVIILMDN/05/2024
Lampiran :  Dua eksemplar

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran (TA) 2023
Yth. Bupati Deli Serdang
di
Lubuk Pakam

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun
2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
(LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang TA 2023 yang terdiri dari Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubzhan Ekuitas (LPE),
serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini ates kewajaran LK Pemkab Deli
Serdang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sisttem pengendalian intern, dan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hesil pemeriksaan atas LK Pemkab Deli Serdang TA 2023 yang perlu
mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara,

diantaranya:

a. Pengzanggaran pendapatan pajak tidak terukur secara rasional serta terdapat defisit riil
melebihi ketentuan yang mengakibatkan membebani keuangan daerah tahun
berikutnya sebesar Rp193.598.418.289,50;

b. Peleksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00;

¢. Pengelolaan kas pada 19 Sawan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum tertib yang
mengakibatkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan
dacrah belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Deli
Serdang, diantaranya agar memerintahkan:



n Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menganggarkan pajak daerah
berdasarkan analisis capaian tahun sebelumnya dan secarn rasional;

b.  Kepala Badan Pendapatan Dacrah (Bapenda) febib cormat dilam menyusun usulan
anggaran Pajak Dagrah;

¢.  Sckretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran scbesar Rp608,350.412,00 dan
menyetorkan ke kas dacrah;

d. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah (TP2DD) lebih optimal dalam
memantau implementasi elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi dan transaksi
belanja pada SKPD;

c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Dacrah (BKAD) selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) mengusulkan rancangan perjanjian kerja sama pengelolaan
rekening Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan dengan Bank
Sumut kepada Bupati;

f.  Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Bendahara Sekolah terkait memungut dan
menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas
Negara sebesar Rpd87.550.116,91.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 47.A/LHP/XVIIL.MDN/05/2024 «dan Nomor 47.B/LHP/XVIIL.MDN/05/2024,
bertanggal 21 Mei 2024,

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK sclambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
< Kepala Perwakilan,
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 23 Mei 2025

Nomor : 167b/S/XVIII.MDN/5/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2024

Yth. Bupati Deli Serdang

di

Lubuk Pakam

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem
pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1.

Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan
keuangan negara, diantaranya:

Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum memadai yang mengakibatkan
kehilangan kesempatan penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar
Rp5.430.642.654,10 dan potensi kekurangan penerimaan minimal atas PBJT restoran,
PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB tahun pajak 2024 sebesar
Rp352.150.733,40;

Kekurangan volume dan mutu atas 20 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan pada
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp777.565.518,72 dan potensi
kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761,013,50;

Kebijakan akuntansi yang memuat kebijakan berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang
Properti Investasi belum ditetapkan dan pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan
yang mengakibatkan entitas pelaporan dan akuntansi belum mempunyai pedoman
yang rinci dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tentang
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Properti Investasi dan pemanfaatan BMD dalam rangka peningkatan Pendapatan
Daerah tidak tercapai.

Berdasarkan  kelemahan-kelemahan  tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan
merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang, diantaranya agar memerintahkan:

a. Kepala Bapenda memproses kekurangan penerimaan Pajak TA 2024 dan
menyetorkannya ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
melalui Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas BPHTB sebesar
Rp5.430.642.654,10 dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Tagihan Pajak
Daerah (STPD) atas PBJT restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta
Pajak MBLB minimal sebesar Rp352.150.733,40;

b. Kepala Dinas SDABMBK untuk memproses dan menyetorkan ke Kas Daerah terkait
kekurangan volume dan mutu sebesar Rp777.565.518,72 dan memproses potensi
kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013,50;

¢. Kepala BKAD untuk memutakhirkan kebijakan akuntansi sesuai SAP dan Sekretaris
Daerah untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan BMD dan meninjau perjanjian
kerjasama pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dan kewenangannnya.
Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 44 A/LHP/XVIIL.LMDN/5/2025 dan Nomor 44.B/LHP/XVIIL.MDN/5/2025,
bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Prpyinsi Sumatera Utara

G
[~ PROVINSI %
*| SUMATERA UTIRA=HC

SEEtipase S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA,
CPA (Aust), CSFA; ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Deli Serdang
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8. Simpulan dan rekomendasi.

a. Tim Reviu melaksanakan reviu secara paralel bersamaan dengan
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022,

b. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada penyusunan laporan
keuangan pada entitas akuntansi, dan setelah diterima Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Tim
Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli
Serdang untuk direviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah telah sesuai dengan hasil reviu, namun masih
ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi dan dilakukan koreksi
yaitu:

1. Terdapat selisih saldo pendapatan transfer pemerintah pusat di
LRA antara saldo Audited 2021 dengan saldo 2021 yang
disajikan pada laporan keuangan tahun 2022

2. Terdapat selisih penyajian Aset Tetap pada Neraca dengan
penambahan modal dalam LRA

3. Terdapat penyajian pada pos Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
yvang belum didukung dengan addendum kontrak sebesar
Rp4.610.486.371,00

B
Lapoman Fasll Revin Laporan Rewangan Pombal Deli Sadany T4 2022 Page 17

4. Terdapat selisih Belanja Modal asset lainnya dengan Aset Tidak
berwujud senilai Rp1.135.077.600,00

5. Terdapat kesalahan pencatatan/pengakuan mutasi
tambah/kurang Utang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

6. Terdapat selisih nilai antara beban amortisasi pada Laporan
Operasional (LO) dengan Pertambahan akumulasi Penyusutan
Neraca

Atas catatan tersebut direkomendasikan kepada:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli
Serdang agar :
a. Melakukan koreksi atas pencatatan nilai pendapatan

transfer pemerintah pusat pada LRA.

b. Melakukan koreksi atas atas saldo akun-akun asset tetap

dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK

c. Melakukan koreksi atas nilai asset tidak berwujud sebesar
Rp1.135.077.600,00
d. Melakukan koreksi atas amortisasi untuk mendapatkan nilai
yang sesuai
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
Kabupaten Deli Serdang agar melengkapi dokumen Adendum
kontrak untuk KDP senilai Rp4.610.486.371,00
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli
Serdang agar melengkapi dan melakukan koreksi terhadap
pencatatan utang belanja dan mengungkapkan secara memadai
dalam CaLK.
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8. Simpulan dan rekomendasi.

a. Tim Reviu melaksanakan reviu secara paralel bersamaan dengan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Del Serdang Tahun
2023 Anaudited.

b. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada penyusunan laporan keuangan pada
entitas akuntansi, dan setelah diterima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
elah disusun oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Deli Serdang untuk direviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah telah sesuai dengan hasil reviu, namun masih ada beberapa
catatan yang periu dilengkapi dan dilakukan koreksi yaitu:

1) Terdapat kekurangan penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.389.838.000,00
2) Terdapat Kekurangan Pencatatan Piutang lainnya sebesar Rp1.528.628.000,00

Laporan Hasil Reviu Laporan Kpuangan Pemkgb Deli Serdang TA 2023 27

3) Terdapat penyajian nilai aset tanah sebesar Rp14.598.308.000,00 tidak
dilengkapi dengan dokumen sumber yang memadai.

4) Terdapat kelebihan penyajian nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar
Rp626.890.000,00

5) Terdapat kekurangan penyajan nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar
Rp284.528.000,00

6) Terdapat kekurangan penyajian nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp431.128.000,00

7) Terdapat kekurangan pencalatan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar
Rp35.240.981,00
8) Terdapat kekurangan penyajian Aset Tidak berwujud senilai Rp96.570.000,00

9) Terdapat kekurangan pencatatan nilai Akumulasi Amortisasi Asel Tidak
Berwujud sebesar Rp68.579.500,00.

10) Terdapat Kelebihan penyajian utang belanja sebesar Rp3.339.385.680,50

11) Terdapat Kekurangan penyajian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
sebesar Rp3.061.489.496,00.

12) Terdapat kelebihan penyajian Beban LO sebesar Rp12.908.106.599,50

Alas calatan tersebut direkomendasikan kepada:
1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang agar :
a Melakukan koreksi atas penyajan nilai persediaan sebesar

Rp8.389.838.000,00.

b. Melakukan koreksi atas penyajian Piutang lainnya sebesar
Rp1.528.628.000,00.

¢ Melakukan koreksi atas penygjian nilai aset Gedung dan Bangunan
sebesar Rp626.890.000,00

d. Melakukan koreksi atas penyajian nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar
Rp284.528.000,00.

e. Melakukan koreksi alas penyajian nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar
Rp431.128.000,00

f. Melakukan koreksi atas penyajian akumulasi penyusutan aset tetap
sebesar Rp35.240.981,00
g Melakukan koreksi atas penyajian Aset Tidak berwujud lainnya senilai

Rp96.570.000,00.

h.  Melakukan koreksi atas penyajian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak
Berwujud sebesar Rp68.579.500,00.

i Melakukan koreksi atas penyajian utang Dbelanja sebesar
Rp3.339.385.680,50

Laporan Hasil Reviu Laporan Kpuangan Cemkgb el Serdang T 2023 28
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8. Simpulan dan rekomendasi.

a.Tim Reviu melaksanakan reviu secara paralel bersamaan dengan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun
Anggaran 2024 Anaudited.

b. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada penyusunan laporan keuangan pada entitas
akuntansi, dan setelah diterima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
disusun oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli
Serdang untuk direviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
telah sesuai dengan hasil reviu, namun masih ada beberapa catatan yang perlu
ditindaklanjuti yaitu:

(1) Terdapat kekurangan penyajian Piutang lainnya sebesar Rp2.051.540.000,00

(2) Terdapat kekurangan penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.648.420.000,00

(3) Terdapat kekurangan penyajian nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp77.328.385.599,00

(4) Terdapat kelebihan penyajian utang belanja sebesar Rp1.241.794.053,00

(5) Terdapat kekurangan penyajian ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas
sebesar Rp89.378.929.652,00

Atas catatan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Deli Serdang agar :

a. Melakukan koreksi atas penyajian Pencatatan Piutang lainnya sebesar
Rp2.051.540.000,00

b.  Melakukan  koreksi atas penyajian nilai  persediaan  sebesar
Rp8.648.420.000,00

c.  Melakukan koreksi atas penyajian nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
sebesar Rp77.328.385.599,00

d. Melakukan koreksi atas penyajian nilai utang belanja sebesar
Rp1.241.794.053,00

e. Melakukan koreksi atas penyajian nilai ekuitas dalam Laporan Perubahan
Ekuitas sebesar Rp89.378.929.652,00
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PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

‘ Medan, % 0¥ tober 20 2.

Voot !

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi
Univ.Muhammadiyah Sumatera Utara

Assalammu’alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :ﬁlul‘_lul\.l I\:I"ol“l\hl\,lklul INISITI I I l I
NPM : ookl L T T TTT T
Tempat/Tgl Lahir : [s[u]e[ole]c Al a]o] |& [ ujs|tuls| 12]10]0
Program Studi :  Akuntansi / Mamajemen / Ekenomi-Pentbanguman
Alamat Mahasisw S lE T“IML‘)N b’O"L
Tempat Penelitian: BAD [AIN] ¥ le (s |p 1 Ju AN | "“ ~ S |A

O AN e fofvfu]r|vfe] [odefc] [s]eleo|n N6
Alamat Penelitian CVUN e[Ale Y [ Dlulale mia| |w 4

kleje] [Vulpjufe| [oafe]n]n

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan
identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :
1. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui : Wassalam
Ketua jurusan { Sekretaris Pemohon

&

( ) ( )
M.Snartera Wkt ,QE.)M.N& NUTUL §adwWilAW Nagyrion



110

MAJELIS PENDIDIRAN TINGGE PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Tershreditan) Ungged Berdmsarkae Keputunan Badan Akreditani Nasiomal Perguruan Tinggl Mo ITASRBANFTALP| PTINZ024
UMSU Pusat Administrast Jalan Mebhtar Basr No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
1 ttpzheb.umsu.acd “* foblumsu.ac.id Flumsumedan ™lumsumedan  Dlumsumedan  Sumsumedan

Ungpd | Contias | Torpeviay,

Nomor  :3142/1L3-AU/UMSU-05/F/2025 Medan, 20 Rabi'ul Akhir 1447 H
Lampiran - 13 Oktober 2025 M

Perihal : Izin Riset

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Deli Serdang
JIn. Karya Dharma No. 4 Kec. Lubuk Pakam
di-
Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami
memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa
kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan
Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata
Satu ( S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara tersebut adalah:

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
Npm : 2205170222

Program Studi : Akuntansi

Semester : VII (Tujuh)

JudulTugas Akhir @ Apalisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli
serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan Kerjasama yang Bapak / Ibu  berikan  kami
ucapkan terima kasih,

Wassalamu *alatkum Warahmatullahi Wabarakatuh

# NAH :""'*\'-: ’
Px 3 <tp. T
T i, Dekan

NIDN : 0109086502

1. Pertinggal

Makaysiam Onalilisebons Agrowy

Zan\ | sTARs
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MAJELIS PENDIDIRAN TINGGE PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditan| Ungpel Bergasarkan Kopatusan Batas Abreditan) Masional Pergurvan Tinggl Mo 174SABANFT APy PTIA2024
Pusat Administrask Jakan Mukhtar Basrl No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
10 Wttpeifeb. umsu.ac.id “* febumsu.ac.id Flumsumedan "l umsumedan  Clumsumedan & umsumedan

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL/TUGAS AKHIR MAHASISWA
—

NOMOR : 3142/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2025
Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal o 15 Agustus 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa

Nama : Nurul Fadhillah Nasution

NPM 2205170222

Semester : VII (Tujuh)

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan

Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan
Kabupaten Deli serdang

Dosen Pembimbing : Sukma Lesmana, SE, M.Si, Ph.D
Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UMSU,

2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

3. Tugas Akhir dinyatakan " BATAL * hila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal @
13 Oktober 2026

4. RevisiJudul .......

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal ;20 Rabi'ul Akhir 1447 H
13 Oktober 2025 M

NIDN : 0109086502

1. Pertinggal

Ry ORIl | ¥ | ¥ | ¥ |

@ Q M%Esmzs
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon. 061-7952964
e-mail : bakesbhangpol@deliserdangkab_go.id
E—

REKOMENDASI
Nomor : 070 / 909

1 Sehubiingan deagan Surat Dekan Fakiltas Fkonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Nomor 3142 Tanggal 13 Oktober 2025 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset

oleh:

a. Nama : Nurul Fadhillah Nasution

b. Alamat : Jin. Thamrin No. 2

c. Pekerjaan : Mahasiswa

d. NIP/NINVKTP : 1207286008040001

e. Jurusan : Akuntarsi

f. Judul : Analisis Peranan Inspektcrat Sebagai Auditor Internal Femerintahan
Calam Meningkatkan Kualitas Lapcran Keuangan Femerintahan
Kabupaten Deli Serdang

g. Daerah/lokasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Deli Serdang

h. Lama : 3(tiga) Bulan Terhitung 13 Oktoker 2025 s.d 11 Januari 2026

i. Peserta : 1orang yaitu Nurul Fadhillah Nasution

j- Penanggung Jawab : Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA

2. Pihak kam tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dmaksud datas dengan kewajiban
agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban
umum di daerah setempat.

3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil
pela<sanaannya agar disampaikan kepada kami.

4. Demikian untuk dimaklumi.
Lubuk Pakam, 14 Oktober 2025

Pit. KEPALA EADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. ZAINAL ABIDIN HUTAGALUNG, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199003 1 006

Tembusan:

1. Bapat Bupati Deli Serdang (sebagai bBporan)
2. Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. DeliSerdang
3. Yth. Ka. Badan Kesatuan Bangsa Dan Folitik Kab. Deli Serdang

4. Yth. Dekan Fakultas Etonomi dan bisnis Universitas Mu diyah Sumatera Utara
5. Arsip




PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Pos-el:bappedalitbang@deliserdangkab.go.id
Laman https://bappedalitbang deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 14 Oktober 2025
Nomor 1 000.9/ 7567

Sifat :Biasa
Lampiran
Hal . lzin Riset

Yth.  Inspektur Kabupaten Deli Serdang

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/909 tanggal 14 Oktober 2025 dan Surat Dekan Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara  Nomor:
3142/11.3-AU/UMSU-05/F /2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal permohonan Izin Riset, yang
akan dilaksanakan oleh:

a. Nama : Nurul Fadhillah Nasution

b.  Alamat ¢ JI. Thamrin No. 2

c.  NIPNIMKTP . 1207286008040001

d. Pekerjaan . Mahasiswa

e. Jurusan/Prodi . Akuntansi

. Judul/Tema . Analisis  Peranan Inspektorat  sebagai  Auditor  Internal
Pemerintahan  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Laporan
Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

g. Daerah/Lokasi . Inspektorat Kabupaten Dell Serdang

h. Lama : 3 (tiga) Bulanterhitung 13 Oktober 2025 s.d 11 Januari 2025

i. Pesena . Sendiri

J.

Penanggung Jawab @ Dr. H. Januri, SE, MM, M.Si, CMA

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan riset
pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan
kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,
KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Dr. Ir. REMUS HASIHOLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
NIP. 196605061992031004
Tembusan Yth,
1. Bapak Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Pertinggal

Dokumen in telah diandatangant Secara elekirontk menggunakan sertilikat o ekt rondk
yang dterbitkan oleh Bl Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANG AN PINPINAN prsyg MUIADADRY Al

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNSU T Unggul Berda Badan Akreditasi Nasional Perguran
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basti No, 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

™ febGumsu.ac.id Hlumsumedan M

Tinggi No. 174/SKBAN-PT Ak PpyPTHI2024
- 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
) iy s

: 702/11.3. AU/UMSU-05/F/2026 Medan, 25 Sya'ban 1447 14
: 13 Februari 2026 M

Hal ‘ : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Inspektorat Kabupaten Delj Serdang

JI. Mawar No.6, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
Di-

Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan schat
wal’fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu

untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang
bapak/ibu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV —

Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
tersebut adalah:

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
NPM 12205170222

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli
Serdang

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tembusan :
1. Pertinggal

DB MBI
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PEMERINTAH KABUPATEN DEL| SE
INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20514
Telepon (061)-7951646 Faksimile (061)-7951646
Pos-el: inspektoratdeliserdang@gmail.com, Laman: httpsjﬁnspektoraLdeliserdangkab.go.id

RDANG

Lubuk Pakam, 19 Februari 2026

Nomor : 000.1/114/INSP/2026
Sifat Do-

Lampiran : -

Hal . Pemberitahuan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 702/11.3. AU/UMSU-05/F/2026 tanggal 13 Februari
2026 hal Menyelesaikan Riset.

Nama - Nurul Fadhillah Nasution
NIP 1 2205170222
Prodi : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai
melaksanakan Riset di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Salam Deli
Serdang Sehat.

Inspektur Kabupaten Deli Serdang

H. Edwin Nasution, SH, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19741221 199803 1 010

Dokumen ini telah ditandatan

gani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar

Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




UngpCentrs | TPy,

Nama Mahasiswa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

: Nurul Fadhillah Nasution

116

NPM :2205170222
Nama Dosen Pembimbing  : Sukma Lesmana, M.Si., Ph.D
Program Studi : Aluntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Penelitian : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan
Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan
Kabupaten Deli serdang
Item Hasil Evalu.'fsi Tanggal [? c?;:rf
Bab 1 (abg- habog— umg '%’%Z(
ey fAeeas iy
Bab 2 /\/
~ D e e wil{ple 2 /{ % 7A
5ﬂpa,e,wl,t N A i . ,
Daftar Pustaka ‘—WG)K | ?A el 0/
Instrumen
Pengumpulan
Data Penelitian %
Persetujuan A Y2 (W"‘bl V"é" % ‘ ‘1/ i
LS'eminar Proposal WM '/LL Sﬂd/ﬂ ] ]2’%
v
Medan, 08 desemory 2025
Diketahlii oleh: Disetujui oleh :
Ketua m Studi Dosen Pembimbing
(M. Shareza S.E., M.Acc.) (Sukma Uesmana, M.Si., Ph.D)
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MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JI. Kapt. Muchtar Basri No. 3 & (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Pada hari ini Jumat, 19 Desember 2025 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi

Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama * Nurul Fadhillah Nasution

NPM. 12205170222

Tempat / Tgl.Lahir : Sibolga, 20 Agustus 2004

Alamat Rumah :JIn. Thamrin No.2

Judul Proposal ¢ Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli

Serdang
Disetujui / tidak disetujui *)
Item Komentar
FUBUL e
Bab e AN,
Bab il (e I i ok R et oo resmsemsensran -
paom |t baws doe ept di@ues -
kl
Lainnya (ﬂ"ﬂ e '7“"9""‘“ V e Tb‘lw" ..................................................................
Kesimpulan [/ Lulus
1 Tidak Lulus

Medan, 19 Desember 2025

TIM SEMINAR
K Sekretaris
Mhd. Shareza ¥. MAcc Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

embimbing Pembanding
' 1 % ’

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D Assoc. Prof. Dr-Hf. ZW M.Si
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MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

J1. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

Nama

NPM

Tempat / Tgl.Lahir
Alamat Rumah

Judul Proposal

Proposal dinyatakan syah

PENGESAHAN PROPOSAL
Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19
Desember 2025 menerangkan bahwa:

: Nurul Fadhillah Nasuticn

: 2205170222

: Sibolga, 20 Agustus 2004

: JIn. Thamrin No.2

: Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli
Serdang

dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah

dengan pembimblng : Sukmta Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Sukma Les

Medan, 19 Desember 2025

TIM SEMINAR
S

tagis

kv\

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc
Pembanding

na, S.E., M.Si., Ph.D Assoc. Prof. Dr. Hj. Ztlia Hanum, S.BZ M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Delzan |




1. DATA PRIBADI
Nama

NPM

Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Anak Ke

Alamat

No. Telephone

Email

2. DATA ORANG TUA
Nama Ayah
Pekerjaan
Nama Ibu
Pekerjaan
Alamat
No. Telephone

Email

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Nurul Fadhillah Nasution
12205170222

: Sibolga, 20 Agustus 2004

: Perempuan

: Islam

: Indonesia

: 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara
:J1. Thamrin No.2

: 0813-6166-4500

: nurulfadhillahnasution@gmail.com

: Cholit Mansyur Nasution, ST
: PNS /ASN (Almarhum)

: Roiyah

: Ibu Rumah Tangga

: J1. Thamrin N0.2

: 081264137300 (ayah)

: cholitm5@gmail.com

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar

Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas
Perguruan Tinggi

: SD Negeri 101900 Lubuk Pakam

: SMP Negeri 4 Lubuk Pakam

: SMA Negeri 2 Lubuk Pakam

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
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